
 

 
KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 
PROVINSI BALI 

 
NOMOR : 41 TAHUN 2024 

 

TENTANG 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KOMUNIKASI, 

INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN 2024 

 
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

PROVINSI BALI, 
 
 

Menimbang :  a.  bahwa dalam  rangka pelaksanaan  reformasi  
birokrasi dan mewujudkan kinerja Unit 

Pelayanan yang optimal; 

  b. bahwa untuk maksud tersebut  dalam   huruf a, 
perlu menyusun Standar Operasional  Prosedur; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Kepala Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 
Bali tentang Standar Operasional   Prosedur pada 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang     Nomor    25   Tahun    2009     
tentang Pelayanan  Publik (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2009   Nomor   112,  

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia  
Nomor 5038); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

  3. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 

  4. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 687); 

  5. Peraturan  Pemerintah  Nornor  96   Tahun  2012   
tentang Pelaksanaan  Undang-Undang   Nomor   

25   Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik 
(Lembaran   Negara Republik Indonesia     Tahun    
2012    Nomor     215, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia   Nomor 5357); 

  6. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi   Birokrasi   Nomor  35   
Tahun   2012   tentang Pedoman  Penyusunan   
Standar  Operasional   Prosedur Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara    Republik 
Indonesia Tahun 2012  Nomor 649); 

  7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat  Daerah  (Lembaran  Daerah 
Provinsi Bali Tahun   2021   Nomor   5,   

Tambahan   Lembaran   Daerah  
Provinsi Bali Nomor 5); 

  8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 



Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 

Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali. 
    

MEMUTUSKAN : 
    

Menetapkan  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS 
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

PROVNISI BALI TAHUN 2024 
   

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada 
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 
Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
ini. 

    

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 
dalam dictum Kesatu wajib dilaksanakan oleh 

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam 
penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan 
Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

    

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Bali 
pada tanggal  31 Januari 2024 

 
 
Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Pj.Gubernur Bali; 
2. Ketua DPRD Provinsi Bali; 
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali;           
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; 
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi 

Bali; 
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; 
7. Kepala Biro Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali; 
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali (3 eksemplar). 



 

 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI 

BALI 
BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1101/PD/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN 
OLEH 

: 

 

NAMA SOP : Penyelenggaraan Hubungan 
Masyarakat, Media Dan Kemitraan 
Komunitas 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah 

1. Kepala Bidang   
2. Kepala Seksi 
3. Staf 
4. Pihak Ketiga. 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, 

INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

TANGGAL 31 JANUARI 2024 NOMOR 41 TAHUN 2024 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA 

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

PROVINSI BALI TAHUN 2024 



dibubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 1. ATK). 

2. Komputer 

3. Peralatan Studio 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

















 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 
 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1104/ IKP /D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pelatihan/Bimtek PPID 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan  Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026);  

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik; 

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian 
Informasi Publik; 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya 
Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

9. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi di depan publik 
3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Pemerintahan 
4. Mengetahui Tugas dan fungsi  mekanisme pembuatan laporan 

 



10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemprov. Bali; 

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali). 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Bali 
2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 
3. Pedoman penyususnan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 
4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 
5. SOP susunan keanggotaan PPID dan PPID Pelaksana 
6. Pembayaran honorarium narasumber dan moderator 
7. Penentuan topik dan materi Bimtek 

1. Lembar kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Term Of Refference 
3. Komputer 
4. Printer 
5. Kamera foto/video 
6. Telpon dan jaringan internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Apabila pelatihan BIMTEK Terlambat atau tidak dilaksanakan sesuai jadwal, 
maka kompetensi SDM pengelola sistem PPID dan pelayanan informasi menjadi 
tidak maksimal. 

1. Dokumen disimpan dalam bentuk data elektronik dan manual 
 

 

 

 

 

 



NO URAIAN KETERANGAN 

1.  Pelatihan/Bimtek dilaksanakan berdasarkan Permendagri/Kepgub yang baru, serapan informasi, 
penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, serta monitoring evaluasi pemeringkatan badan 
publik Komisi Informasi Pusat 

Mengumpulkan data serta informasi untuk 
dipakai tema serta isi Pelatihan/Bimtek 

2.  Lokasi Pelatihan/Bimtek di Ruanag Rapat Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali 

Luring dan daring 

3.  Persetujuan atau penundaan Pelatihan/Bimtek ditentukan dengan persyaratan tertentu 
- Alokasi dana 
- Penentuan tema Pelatihan/Bimtek 
- Sasaran dan kesiapan panitia 
- Materi dan narasumber 

4.  
Pelatihan/Bimtek dilaksanakan di Denpasar dengan peserta dari perwakilan OPD Provinsi, 
Kabupaten/Kota. 

Pejabat Pengelola dan admin PPID Pelaksana 
di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, 
Kabupaten/Kota. 

5.  Materi dan tema Pelatihan/Bimtek ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri   
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Keputusan Gubernur Bali tentang PPID 
dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta hasil pengumpulan data ke Kabupaten/Kota serta hasil 
rapat dengan tim . 

- Peraturan Gubernur Bali 42 Tahun 2022 
tentang Pedoman Pelayanan Informasi 
Publik dan Dokumentasi di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali 

- Keputusan Gubernur Bali  Nomor 801/03-
I/HK/2022 tentang  Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 
Pemprov. Bali 

6.  Prosedur pemilihan narasumber, moderator dan peserta Pelatihan/Bimtek mengacu pada 
konektifitas tema dan efektifitas hasil dari Pelatihan/Bimtek. 

Narasumber dipilih berdasarkan kebutuhan 
update sistem PPID dan perubahan 
manajemen Bali Satu Data 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Untuk menguatkan dasar hukum penyelenggaraan Pelatihan/Bimtek, dibuatkan Surat Keputusan 
Gubernur Bali/Surat Keputusan Kepala Dinas. 

Narasumber dan moderator dihitung 
honorarium berdasarkan jumlah waktu 
pelaksanaan sesuai dengan DPA tahun 2023 

8.  Sebelum pelaksanaan Pelatihan/Bimtek terlebih dahulu disiapkan materi dan bahan paparan 
narasumber, yang sebelumnya sudah di koordinasikan. 

Materi narasumber disampaikan saat 
Pelatihan/Bimtek yang disesuaikan dengan 
tema pokok. 

9.  Pelatihan/Bimtek dilaksanakan 2 (dua) kali pada awal bulan triwulan 1 dan 2 Tahun 2024 setiap penyelenggaran Pelatihan/Bimtek 
dilaksanakan selama 8 jam mulai pukul 8.30 
wita s.d 15.00 wita 

10.  Setiap kali kegiatan Pelatihan/Bimtek diisi oleh 2 narasumber dan 1 moderator  Narasumber menyampaikan paparan selama 
2 jam dan Tanya jawab 1 jam dengan sistem 
panel 

11.  Pelatihan/Bimtek selesai dilakukan selanjutnya membuat SPJ dan laporan kegiatan. Pembayaran honor narasumber dan 
moderator sesuai dengan anggaran dan 
peraturan yang berlaku 



No Kegiatan 

Pelaksana 
Mutu Baku Ket 

PPTK. Pelayanan 
Informasi Publik  

Kabid. Informasi dan 
Komunikasi Publik 

Kadis Kominfos 
Provinsi Bali 

Biro Hukum 
Setda Provinsi 

Bali 

Narasumber & 
Moderator Peserta 

Persyaratan / 
Perlengkapan 

Waktu Output 
 

1.  

PPTK dan Kabid 
melakukan rapat intern 
untuk menentukan topik 
Bimbingan Teknis PPID 

   

 

 

 KAK, DPA 2 jam 

Draft 
Topik 

Bimtek 
PPID 

 

2.  

Kabid mengajukan Draft 
Topik Bimbingan Teknis 
PPID Kepada Kepala 
Dinas. 

 

 
 

 

 

 
KAK, DPA, Draft 

Topik Bimtek 
PPID 

1 jam 
Topik 

Bimtek 
PPID  

 

3.  

Kepala Dinas mengajukan 
SK Bimbingan Teknis 
PPID Kepada Biro Hukum 
Setda Prov.Bali untuk 
dilakukan Harmonisasi 

  
  

                Setuju 
 
 
                   Setuju 

 

 

Surat 
Pengantar, 

Resume SK, 
Draft SK 

3 jam 
SK 

Bimtek 
PPID 

 

4.  

SK Bimbingan Teknis 
PPID diharmonisasi oleh 
Biro Hukum Setda 
Prov.Bali 

  

 

 

 

 

Surat 
Pengantar, 

Resume SK, 
Draft SK  

- 
2 hari 

 
 

SK 
Bimtek 
PPID 

 

5.  

Kepala Dinas dan Kepala 
Bidang melakukan Rapat 
bersama Moderator dan 
Narasumber sesuai SK 

   

 

 

 SK dan DPA 2 jam Notulen  

6.  
PPTK Menyusun 
undangan Bimtek PPID ke 
OPD 

  

 
 

  
Surat Undangan 

Bimtek 
1 jam Peserta  

7.  

Pelaksanaan Bimtek PPID 
secara offline/online diikuti 
PPID 
Pelaksana/perwakilan/ad
min PPID pelaksana 
dengan panduan 
narasumber yang 
kompeten dibidangnya 

    

 

 Komputer dan 
Internet 

 
5 jam 

Laporan 
Kegiatan 
Bimtek 

 

8.  Laporan Kegiatan 

 
 

 

 

 

  3 jam 
Dokument

asi dan 
SPJ 

 

 9. 
PPTK Membuat laporan 
pelaksanaan dan SPJ 

  

 

 

 

 
KAK, SK dan 

DPA 
1 jam 

Laporan 
Kegiatan 
dan SPJ 

 

 

 
Mulai 

Rapat 

Draft Topik 

Setuju 

Revisi 

Draft SK Harmonisasi 

Rapat 

Revisi Revisi 

 
SK 

 
Selesai 

  

 

 Mulai 

Mulai 

Selesai 

Mulai 

 Selesai 

TTD 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 
 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1105/ IKP /D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Fasilitasi Sengketa Informasi Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 
6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

9. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemprov. Bali; 

1. Mempunyai kemampuan menganalisa dan menterjemahkan 
informasi maupun permasalahan yang ada 

2. Mempunyai spesipikasi kemampuan berkomunikasi dan 
memahami peraturan yang berlaku 

3. Dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam  tim 



10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya 
Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali). 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Pedoman untuk menerbitkan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Bali 
2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 
3. Pedoman penyususnan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 
4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 
5. SOP susunan keanggotaan  PPID dan PPID Pelaksana 
6. Permintaan informasi 
7. PPID dan PPID Pelaksana  
8. Komisi Informasi Provinsi Bali 
9. Tim Fasilitas Sengketa  

1. Lembar kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Term of Reference 
3. Komputer 
4. Printer 
5. Alat Tulis Kantor 
6. Telepon dan Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Jika masyarakat tidak puas dengan pengajuan keberatan, masyarakat dapat 
meminta ke Komisi Informasi Provinsi Bali untuk fasilitas sengketa informasi 
publik 

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 
 

 

 

 

 

 

 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

 

 

 

NO Kegiatan 

Pelaksana Pendukung 

 

Keterangan 
Permintaan 

Informasi 

PPID atau PPID 

Pelaksana 
Atasan PPID Komisi Informasi Kelengkapan Waktu Output 

1 Setiap Permintaan Informasi 

dapat mengajukan keberatan 

secara tertulis  
 

  

 

Formulir 

Keberatan 

Informasi Publik 

dan Fotocopy atau 

scan identitas diri 

dari Peminta 

10 hari kerja + 7 

hari kerja 

(perpanjangan 

dengan 

pemberitahuan 

tertulis) 

Berkas permintaan 

informasi yang telah 

diisi lengkap dan 

dilampiri fotocopy/ 

scan identitas diri (NIK) 

 

2 Atasan PPID menetapkan Tim 

fasilitas sengketa informasi  

      

Tanggapan tertulis dari 

atasan PPID perihal 

informasi yang 

disengketakan 

 

3 Tim fasilitas sengketa informasi 

di ketuai oleh PPID dan 

beranggotakan PPID Pelaksana 

terkait, pejabat fungsional, serta 

JFU yang sesuai dengan 

kebutuhan 

 

 

   

Diajukan dalam 

waktu paling 

lambat 14 (empat 

belas) hari kerja 

setelah diterimanya 

tanggapan tertulis 

dari Atasan PPID 

  

4 Tim fasilitas sengketa informasi 

melaporkan proses penanganan 

sengketa informasi kepada 

Atasan PPID  

  

 

     

5 Upaya Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik diajukan 

kepada Komisi Informasi 

Provinsi Bali 

   

 

    

 Mulai 

Selesai 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 
 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1106/ IKP /D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pelayanan Permintaan Informasi Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan  Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).  

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik; 

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian 
Informasi Publik; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah. 

1. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Infromasi 

Publik  dari PPID Pemerintah Provinsi Bali 

 



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan 
Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali; 

10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem  Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemprov. Bali. 

14.  Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali). 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Bali 
2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 
3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 
4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 
5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID 
6. Peminta informasi 
7. PPID dan PPID Pelaksana 

1. Lembar Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Term of Reference 
3. Alat Tulis Kantor 
4. Jaringan Internet 
5. Buku Registrasi 
6. Komputer dan Printer 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Apabila peminta informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka 
Peminta Informasi akan mengajukan Keberatan atau Sengketa Informasi ke 
Badan Publik bersangkutan 

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 
 

 

 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Pendukung  

Keterangan Peminta 

Informasi 

Petugas 

Pelayanan 
PPID  

PPID 

Pelaksana 
Kelengkapan Waktu Output 

1 Peminta Informasi dapat 

menyampaikan 

permintaan informasi yang 

dibutuhkan baik secara 

langsung dan tidak 

langsung (online/offline) 

  

 
 

 

  Formulir  Permintaan 

Informasi ; Fotocopy 

atau scan identitas 

diri dari pemohon 

informasi  

Pada hari jam 

kerja 

Formulir 

Permintaan 

Informasi yang 

telah diisi lengkap 

dan dilampiri 

fotocopy/scan 

identitas diri 

 

2 Melakukan registrasi 

berkas perminta informasi 

publik (online/offline) 

        

 

 

 

  Semua data-data 

peminta informasi 

disimpan dalam 

bentuk hardcopy dan 

softcopy 

Pada hari dan jam 

kerja untuk 

peminta informasi 

secara langsung 

dan setiap saat 

untuk peminta 

informasi secara 

tidak langsung 

DIP yang telah 

tersusun dalam 

bentuk hardcopy 

dan softcopy 

 

 

3 PPID meminta kepada 

OPD untuk memberikan 

informasi atau dokumen 

yang sudah termasuk 

dalam DIP, untuk 

diberikan kepada peminta 

informasi. 

    DIP yang telah 

ditetapkan. 

10 (sepuluh) hari 

kerja, sejak 

peminta informasi 

diterima oleh 

PPID 

DIP  

4 Memberikan informasi 

atau dokumen yang 

diminta oleh peminta 

informasi  

    Informasi / Dokumen 

yang diminta oleh 

peminta informasi 

Perpanjangan 

permintaan 

informasi adalah 7 

(tujuh) hari kerja 

Informasi publik 

yang diminta oleh 

peminta informasi 

 

 

 

Mulai 

Selesai 

Offline 

Online 

Lengkap 

Lengkap 

Tidak 

Lengkap 

Tidak 

Lengkap 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 
 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1107/ IKP /D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Fasilitasi Keberatan Informasi Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. 1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
3. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan  Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika; 

6. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 
7. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan 
Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali; 

1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta 
Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik 

2. Mempunyai sertifikasi Pengelolaan Informasi Publik (PPID) 
 



10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Bali; 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem  Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

13.  Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali). 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Bali. 
2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 
3. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana 
4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 
5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID 
6. Keberatan Informasi 
7. PPID dan PPID Pelaksana 

1. Lembar kerja/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Term of Reference 
3. Alat Tulis Kantor 
4. Komputer/printer/scanner 
5. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Apabila peminta informasi tidak dilayani maka Badan Publik terkait akan 
disengketa 

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 
 

 

 

 

 

 



Mulai 

Lengkap 

Tidak Lengkap 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  

 

 

No  

Kegiatan 

Pelaksana Pendukung  

Keterangan 
Peminta 

Informasi 

Bagian Registrasi 

PPID 

PPID/ PPID 

Pelaksana 
Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output 

1 Peminta Informasi 

menyampaikan pengajuan 

keberatan atas tidak 

terlayaninya permintaan 

informasi yang dibutuhkan 

    Formulir pengajuan 

keberatan informasi 

dan Fotocopy/Scan 

Identitas diri (NIK) 

Peminta yang 

mengajukan keberatan  

Pada hari dan 

jam kerja 

Formulir pengajuan 

keberatan informasi 

yang dilengkapi 

fotocopy/scan 

identitas diri peminta 

 

2 Melakukan registrasi 

formulir keberatan 

pelayanan informasi dan 

menyampaikan pengajuan 

keberatan kepada Atasan 

PPID 

    Buku Registrasi  Pada hari dan 

jam kerja 

Keberatan Teregistrasi  

3 Memeriksa formulir 

pengajuan keberatan dari 

peminta dan memerintahkan 

PPID/PPID Pelaksana untuk 

menjawab keberatan  

    Berkas pengajuan 

keberatan beserta 

lampiran 

Pada hari dan 

jam kerja 

  

4 Memerintahkan kepada 

PPID/PPID Pelaksana untuk 

memenuhi permintaan 

keberatan informasi  

    Draft informasi yang 

diminta oleh peminta 

serta DIP yang telah 

diumumkan  

Pada hari dan 

jam kerja 

Surat 

perintah/disposisi 

kepada PPID/PPID 

Pelaksana 

 

5 Mengajukan informasi yang 

diminta oleh peminta 

kepada Atasan PPID.   

    Draft jawaban 

pemberian informasi 

Pada hari dan 

jam kerja 

Jawaban informasi  

A 



Selesai 

 

No  

Kegiatan 

Pelaksana Pendukung  

Keterangan 
Peminta 

Informasi 

Bagian Registrasi 

PPID 

PPID/ PPID 

Pelaksana 
Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output 

6 Memberikan informasi yang 

diminta oleh peminta 

keberatan informasi kepada 

Atasan PPID.  

    Dokumen/informasi 

yang diminta oleh 

peminta 

Pada hari dan 

jam kerja 

Informasi publik yang 

diminta oleh peminta. 
 

 

 

A 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 
 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1108/ IKP /D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pendokumentasian Informasi yang 
Dikecualikan 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan  Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).  

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik; 

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian 
Informasi Publik; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

1. Mempunyai kemampuan menganalisa 
permasalahan/Informasi 

2. Mendokumentasikan Daftar Informasi Dikecualikan 
3. Mampu menterjemahkan dan mengkualifikasi informasi 

sesuai peraturan yang berlaku  



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya 

Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem  Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemprov. Bali. 

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali). 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Atasan PPID selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali 
2. PPID Utama 
3. Tim Pertimbangan 

1. Lembar kerja/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Program 
Kerja 

2. Komputer/printer/scanner 
3. Term of Reference 
4. Peraturan 
5. Alat Tulis Kantor 
6. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Bila prosedur ini ada yang terlewati maka permintaan informasi tidak akan 
terlayani dengan baik 

2. Bila prosedur layanan tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 
3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap 

masyarakat menjadi Negatif 

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 
 

 

  



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  

 

 

No 

 

Kegiatan 

 Pelaksana Pendukung Keterangan 

PPID 

PELAKSANA 

PPID  Atasan 

PPID 

Tim Pertimbangan KELENGKAPAN Waktu Output  

1 PPID Pelaksana 

mengajukan Daftar Informasi 

yang Dikecualikan dan PPID 

bersama Tim Pertimbangan 

mengajukan Daftar Informasi 

yang Dikecualikan 

    Draft Daftar Informasi 

yang Dikecualikan 

Tentatif   

2 Atasan PPID menyetujui 

Draft Informasi yang 

Dikecualikan 

    Draft Daftar Informasi 

yang Dikecualikan 

Tentatif Daftar Informasi 

yang 

Dikecualikan  

 

3 Mengelola dan Menyimpan 

dokumen informasi yang 

dikecualikan dalam bentuk 

soft copy dan hard copy 

dengan tata cara mengarsip 

dokumen  

    Alat Tulis 

Kantor;Komputer;Internet 

Tentatif Daftar Informasi 

yang 

Dikecualikan 

 

 

 

Mulai 

Selesai 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 
 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1109/ IKP /D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyusunan Daftar Informasi dan 
Dokumentasi Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan  Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026); 

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik; 

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian 
Informasi Publik; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

 

1. Mampu berkoordinasi dengan tim dan integritas yang tinggi 
2. Mempunyai kemampuan mengklasifikasi Daftar Informasi 



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya 

Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem  Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali). 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Bali 
2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat 
3. Pedoman penyususnan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu 
4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat 
5. Atasan PPID 
6. PPID Utama dan PPID Pembantu 

1. Lembar kerja/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Term Of Refference 
3. Komputer 
4. Telpon dan jaringan internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

1. Apabila DIDP tidak tersusun sesuai target dan di umumkan ke publik maka akan 
ada pengajuan Keberatan Informasi dari Mayasrakat 

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 
 

 

 

 

 

 



 
Uji Konsekuensi 

Dikecualikan 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 

Keterangan 
PPID 

Pelaksana 

PPID  Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output 

1. Mengumpulkan informasi dan 

dokumentasi yang berkualitas dan 

relevan dengan tupoksi masing -masing 

OPD di Pemerintah Provinsi Bali, baik 

yang diproduksi sendiri, dikembangkan, 

maupun yang dikirim ke pihak lain, 

yang berupa arsip statis maupun 

dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif 

dan arsip vital yang dikuasai.  

   Draf DIDP Secara 

berkala, serta 

merta dan 

setiap saat 

DIDP yang telah 

dikumpulkan dari 

OPD 

 

2. Mengklasifikasikan seluruh informasi 

dan dokumentasi yang telah 

dikumpulkan dan 

mengidentifikasikannya berdasarkan 

sifat informasi dan dokumentasi, selain 

itu juga mengklasifikasikan informasi 

dan dokumentasi yang dikecualikan. 

   DIDP yang telah 

dikumpulkan dari 

OPD 

 

Secara 

berkala, serta 

merta dan 

setiap saat 

DIDP yang telah 

diklasifikasi 

kebenarannya 

 

3. Mendokumentasikan informasi publik 

dalam bentuk softcopy dan tempat 

penyimpanan dokumen dalam bentuk 

hardcopy dengan tata cara seperti 

mengarsip dokumen dan dipisahkan 

sesuai klasifikasi informasi dan 

dokumentasi wajib, secara berkala 

serta merta dan setiap saat. Perlu 

dibuat daftar Informasi dan 

dokumentasi yang dikecualikan. 

   1. Komputer 

2. DIDP yang telah 

diklasifikasi 

kebenarannya 

Secara 

berkala, serta 

merta dan 

setiap saat 

DIDP yang sudah 

diklasifikasi dan 

siap untuk 

disahkan. 

 

4. Menetapkan DIDP secara resmi.    

 

  

1. Komputer 

2. DIDP yang 

sudah 

diklasifikasi dan 

siap untuk 

disahkan. 

120  menit Surat Keputusan 

DIDP yang 

ditandatangani 

oleh Atasan PPID 

1. Mengadakan rapat 

bersama dengan PPID 

Utama dan PPID 

Pembantu untuk 

Menetapkan DIDP 

2. Setelah DIDP 

ditetapkan, jika ada 

tambahan informasi 

baru, dibuat SK untuk 

ditetapkan 

Mulai 



5. Menggunggah DIDP yang sudah di 

validasi oleh Atasan PPID ke website 

resmi baliprov.go.id dan 

ppid.baliprov.go.id 

   1. Komputer 

2. Website dan 

sarana informasi 

lainnya yang 

dimiliki oleh 

Pemprov Bali 

3. DIDP yang 

ditandatangani 

oleh Atasan 

PPID 

120 menit Adanya konten 

DIDP di website 

baliprov.go.id 

 

6. Menggunggah DIDP yang validasi oleh 

Atasan PPID ke website resmi masing-

masing OPD di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali 

   1. Komputer 

2. Website dan 

sarana informasi 

lainnya yang 

dimiliki oleh 

Pemprov Bali 

3. DIDP yang 

ditandatangani 

oleh Atasan 

PPID 

120 menit Adanya konten 
DIDP di masing-
masing website 
OPD di 
Lingkungan 
Pemerintah 
Provinsi Bali 

 

 

 

 

Selesai 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1110/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyusunan Berita 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali). 

1. Memiliki kemampuan mengolah data, membuat rangkuman 
dan melakukan rilis berita kegiatan 

2. Memiliki kemampuan tata bahasa yang baik 
3. Memiliki kemampuan menuangkan ide atau peristiwa sesuai 

fakta dalam tulisan 
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi  
5. Mampu bekerjasama dengan tim 

 

 

 

 



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Publikasi Berita 
 

1. Lembar Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Kamera video/foto 
3. Voice recorder 
4. Jaringan internet dan telepon (handphone) 
5. Komputer dan Printer 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Jika terjadi hambatan di dalam melaksanakan SOP Penyusunan Berita, akan 
terjadi keterlambatan penyampaian berita kepada publik. 

1. Semua materi berita dan foto disimpan dalam bentuk softcopy 

 

 

 

  



Ya 

Tidak 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN PENYUSUNAN BERITA 

  

No Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket. Tim 

Peliputan 

Bidang 

Publikasi dan 

Dokumentasi 

Kadis 

Kominfos 

Prov. Bali 

Persyaratan Waktu Output 

1. 

Peliputan Kegiatan 

berdasarkan 

disposisi/arahan 

pimpinan 

 

  Jadwal Peliputan 
Maksimal 1 

hari 

Draft materi 

liputan dan 

dokumentasi 

 

2. 
Proses penulisan dan 

editing  

 
  

Materi dan 

Dokumentasi 
1 jam Draft Rilis Berita  

3. 
Penataan Draft Rilis 

Berita dan Foto 

 
 

 

Draft 1 jam Konsep berita  

4. 
Pelaporan Konsep Rilis 

Berita 

   Konsep Berita 
Maksimal 1 

hari 
Berita  

5. 

Publikasi Berita ke 

Website, Media Sosial 

dan Media Massa 

 

  Berita 1 jam Berita  

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1111/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penanganan Keberatan Informasi Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan  Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).  

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik; 

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian 
Informasi Publik; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah. 

1. Mempunyai jiwa kerjasama dengan tim 
2. Mematuhi peraturan yang berlaku 
3. Mempunyai pengetahuan tentang sifat informasi 

 



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya 
Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemprov. Bali; 

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali); 
 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Peminta informasi 
2. PPID dan PPID Pelaksana 
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID 

  

1. Lembar kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Kerangka Acuan Kerja 
3. Term Of Reference 
4. Alat Tulis Kantor 
5. Komputer dan Pinter 
6. Jaringan Internet 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Jika informasi yang diinginkan Peminta informasi tidak termasuk dalam DIP 
yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk 
informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Peminta 
Informasi. 

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 
 

No Kegiatan 

Pelaksana Pendukung Keterangan 

Peminta 

Informasi 

Bagian 

Registrasi 
PPID  

PPID 

Pelaksana 
Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output  

1. 
Peminta Informasi 

menyampaikan pengajuan 

keberatan atas tidak 

terlayaninya permintaan 

informasi yang dibutuhkan  

 

   

 

Formulir Pengajuan Keberatan 

Informasi Publik; Fotocopy atau 

scan identitas diri (NIK) dari 

Peminta  

Pada hari dan 

jam kerja 

Formulir pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi publik yang 

telah diisi lengkap dan 

dilampiri fotocopy/scan 

identitas diri (NIK) 

 

2. Melakukan registrasi 

formulir pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi kepada Atasan 

PPID 

 
   

 

Semua data – data Peminta 

informasi disimpan dalam bentuk 

hardcopy dan softcopy 

Pada hari dan 

jam kerja  

Daftar pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi bentuk 

hardcopy dan softcopy 

 

3. Memeriksa formulir 

pengajuan keberatan dari 

Para Peminta Informasi 

dan memerintahkan PPID 

dan PPID Pelaksana untuk 

menjawab permintaan 

informasi 

    

 

Berkas pengajuan keberatan 

pelayanan informasi yang telah 

diisi lengkap 

Pada hari dan 

jam kerja 

Daftar surat yang harus 

diberikan kepada PPID 

dan PPID Pembantu 

 

4. 

Memerintahkan kepada 

PPID dan PPID Pembantu 

untuk memenuhi 

Permintaan informasi dan 

Peminta Informasi  

   

 
 

Berkas pengajuan keberatan 

pelayanan informasi yang telah 

diisi lengkap 

Pada hari dan 

jam kerja 

Surat Perintah tertulis 

kepada PPID dan PPID 

Pembantu  

 

Mulai 

a 



No Kegiatan 

Pelaksana Pendukung Keterangan 

Peminta 

Informasi 

Bagian 

Registrasi 
PPID  

PPID 

Pelaksana 
Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output  

5. Memberikan informasi yang 

diminta oleh Peminta 

informasi kepada Atasan 

PPID dimaksud telah 

masuk DIP. Atasan PPID 

akan menjawab pengajuan 

keberatan kepada Peminta 

informasi. Jika informasi 

belum tersedia atau 

termasuk informasi yang 

dikecualikan, maka 

diberikan surat penolakan 

kepada Peminta Informasi. 

   

 

 

DIP yang telah diumumkan 

Dokumen/ Informasi yang 

dimaksud oleh Peminta Informasi 

atau rekomendasi surat 

penolakan dari PPID atau PPID 

Pembantu karena informasi yang 

diminta merupakan informasi 

yang dikecualikan 

Pada hari dan 

jam kerja 

Informasi publik yang 

diminta oleh Peminta 

Informasi atau surat 

penolakan kepada 

Peminta Informasi  

 

 

Selesai 

a 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1112/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Uji Konsekuensi Informasi Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026); 

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik; 

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian 
Informasi Publik; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

1. Tercantum sebagai tim pertimbangan pada Keputusan 
Gubernur / Peraturan Gubernur 

2. Mampu dan memenuhi UU Keterbukaan Informasi 
3. Dapat bekerja sama dalam tim 



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan 
Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali; 

10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem  Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali); 
 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Atasan PPID 
2. PPID Utama 
3. PPID Pembantu  
4. Tim Pertimbangan 
 

1. Lembar kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Term of Reference 
3. Alat Tulis Kantor 
4. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 

  



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

 

 

PPID PELAKSANA PPID  
TIM 

PERTIMBANGAN ATASAN PPID KELENGKAPAN WAKTU OUT PUT 

1 Mengumpulkan informasi dan 

dokumentasi publik yang dikuasai oleh 

PPID Pembantu 

Daftar Informasi 

Publik Tentatif Daftar Informasi 

Publik 

2 Melakukan kajian atas informasi/dokumen 

yang tidak termasuk dalam DIP dengan 

melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan 

Informasi. 

UU KIP 14 Tahun 

2008 dan PERKI 1 

Tahun 2010 

Draft Kajian 

Informasi yang tidak 

termasuk dalam DIP 

3 Mengklasifikasikan informasi yang 

dikecualikan berdasarkan jangka waktu 

penyesuaian informasi dan mengubah 

informasi yang dikecualikan jika telah 

habis jangka waktu pengecualiannya 

Lembar 

Pertimbangan Uji 

Konsekuensi 
Draf Daftar 

Informasi yang 

dikecualikan; Daftar 

Informasi Publik 

4 PPID Utama bersama Tim Pertimbangan 

membuat draft Daftar Informasi yang 

Dikecualikan yang akan diajukan kepada 

Atasan PPID 

Lembar 

Pertimbangan Uji 

Konsekuensi 
Draft Daftar 

Informasi yang 

Dikecualikan 

5 PPID Utama mengajukan draft Daftar 

Informasi yang Dikecualikan 
Draft Informasi  

yang Dikecualikan 
Daftar Daftar 

Informasi yang 

Dikecualikan 

No KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

KETERANGAN 

Rahasia 

Tidak 

Rahasia 

Tentatif 

Tentatif 

Tentatif 

Tentatif 

Mulai 

Selesai 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1113/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pendokumentasian Daftar Informasi 
Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026); 

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik; 

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian 
Informasi Publik; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah; 

1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta 
Mendokumentasikan Daftar Informsi Publik 

2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan koordinasi secara 
aktif 

3. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Infromasi 
Publik  dari PPID Pemerintah Provinsi Bali 



9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan 
Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali; 

10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem  Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan 
Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 
Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali); 
 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali  selaku  Atasan PPID  
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID 

Provinsi Bali  
3. Sekretaris Dinas, Badan, Kabag, pada Biro/yang membidangi Informasi dan 

Kehumasan  
4. Petugas Pelayanan Informasi PPID Pemerintah Provinsi Bali 

 

1. Lembar Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Kerangka Acuan Kerja 
3. Term Of Reference 
4. Alat Tulis Kantor 
5. Komputer dan Pinter 
6. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

 

  



koreksi 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

 

No Kegiatan 

    Pelaksana Pendukung 

Keterangan 

Petugas Pelayanan PPID Pelaksana PPID Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output 

1 PPID pelaksana menyusun dan 

mengumpulkan DIP dan 

diterima oleh petugas 

pelayanan untuk di rekap 

selanjutnya di ajukan ke PPID 

untuk di koreksi. Bila tidak ada 

koreksi di ajukan ke Atasan 

PPID untuk di sahkan dalam 

bentuk SK. 

    Form Daftar 

Informasi Publik 

Tentatif Surat Keputusan 

Atasan PPID 

tentang DIP 

Pemerintah 

Provinsi Bali 

 

2 Bila ada koreksi PPID 

mengembalikan ke petugas 

pelayanan umtuk di tindak 

lanjuti ke PPID Utama.  

    Draf koreksi DIP 

PPID Pelaksana 

Tentatif Hasil koreksi DIP  

3 DIP yang sudah di sahkan 

Atasan PPID untuk di 

dokumentasikan dalam 

bentuk hardcopy dan softcopy 

untuk disebarluaskan dan di 

publikasikan melalui website 

PPID dan Badan Publik.  

    Nota Dinas dan 

Draf DIP 

Tentatif Surat pengantar 

DIP 
 

 

Mulai 

Selesai 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1114/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pelayanan  Informasi Publik Saat Sistem 
Online Tidak Berfungsi 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 
Daerah; 

3. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
5. Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 
6. Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah. 

8. Pergub No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan 
Dokumentasi di Lingkungan Pemprov Bali; 

9. Keputusan Gubernur Bali tentang  Pembentukan dan Susunan Keanggotaan 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali; 

1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta 
Mendokumentasikan Daftar Informsi Publik 

2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan koordinasi secara 
aktif 

3. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Infromasi 
Publik  dari PPID Pemerintah Provinsi Bali 



10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan 
Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali; 

11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali); 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Pelayanan Informasi  
2. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 
3. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik 
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik  
5. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi  
6. SOP Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan  
7. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi 

 

1. Lembar Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
2. Term of Reference 
3. Alat Tulis Kantor 
4. Komputer dan printer 
5. Buku Registrasi 
6. Alat Transportasi 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Apabila Peminta informasi tidak dilayani dan dipenuhi sesuai ketentuan maka 
Peminta Informasi akan mengajukan Keberan atau Sengketa Informasi ke 
Badan Publik bersangkutan 

1. Disimpan dalam bentuk hardcopy 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 

 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : Pelayanan  Informasi Publik Saat Sistem Online Tidak Berfungsi 

2. Jenis Kegiatan : Insidental 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  

 b. Kegiatan : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

4. Scope/ruang lingkup : Website : balisatudata.baliprov.go.id  

 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik  

Langkah Awal : Melayani Peminta informasi yang mengajukan permintaan informasi 

Langkah Utama : Koordinasi pada Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana yang memiliki dan 

menguasai dokumeni yang diminta 

Langkah Akhir : Salinan (hardcopy) dokumen diberikan kepada Peminta informasi  

 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1.  Peminta informasi mengajukan permintaan informasi secara langsung  

 2.  Melakukan registrasi berkas permintaan informasi dan Memberikan 

Salinan registrasi kepada Peminta Informasi 

Langkah Utama : 3.  PPID meminta/bersurat ke Badan Publik/PPID Pelaksana yang memiliki dan 

menguasai informasi tersebut atau PPID Pelaksana secara langsug 

mananggapi permintan informasi 

Langkah Akhir : 4.  PPID menyusun jawaban permintaan informasi yang diberikan oleh 

Bidang/Perangkat Daerah terkait atau PPID Pelaksana secara langsung 

menjawab apa bila dokumen tersebut ada dan bersiafat terbuka. 

 5.  Memberikan Salinan informasi kepada Peminta Informasi/apabila ada 

fotocopy biaya (wajar) dibebankan pada Peminta 



FLOWCHART PELAYANAN INFORMASI OFFLINE/MANUAL 

Ruang Lingkup/Scope : Pemerintah Provinsi Bali 

 

No 

 

Kegiatan 

Pelaksana Pendukung  

Keterangan Peminta 
Informasi 

Bagian Registrasi 
PPID dan PPID 

Pelaksana 
Kelengkapan Waktu Output 

1 Peminta Informasi menyampaikan 

Permintaan informasi yang 

dibutuhkan secara langsung  

  

 
 

 Formulir   Permintaan 

Informasi ; Fotocopy 

identitas diri dari 

Peminta informasi  

1 (satu) hari Formulir Permintaan 

Informasi yang telah diisi 

lengkap dan dilampiri 

fotocopy identitas diri 

Pelayanan Informasi  dapat 

dilakukan di seluruh kantor OPD 

Provinsi Bali 

2 Melakukan registrasi berkas 

Permintaan informasi publik.  

                 

 

Lengkap 

Kurang lengkap 

 

 

 Semua data-data 

Peminta informasi 

disimpan dalam bentuk 

hardcopy  

1 (satu) hari Daftar/nomor registrasi 

Permintaan 

Masing-masing OPD juga wajib 

menyediakan dokumen hardcopy 

sesuai isian DIP PPID Pelaksana 

yang sudah valid/sah 

3 PPID bersurat  kepada OPD/PPID 

Pelaksana untuk memberikan 

informasi atau dokumen yang 

sudah termasuk dalam DIP, untuk 

diberikan kepada Peminta 

informasi. 

   DIP yang telah 

ditetapkan. 

 10 (sepuluh) hari 

kerja 

Klasifikasi informasi 

bersifat terbuka (DIP)atau 

tertutup /rahasia (DIK) 

Apabila Peminta lengsung ke PPID 

Pelaksana, dan dokumen yang 

diminta belum dikuasia atau 

dikecualikan, PPID Pelaksana 

wajib 

menyampaiakan/berkoordinasi ke 

PPID 

4 PPID menyusun jawaban 

permintaan informasi yang 

diberikan oleh Bidang/Perangkat 

Daerah terkait atau PPID 

Pelaksana secara langsung 

menjawab apa bila dokumen 

tersebut ada dan bersiafat terbuka 

   Informasi yang disusun 10 (sepuluh) hari kerja Surat Jawaban Informasi 

Publik  

Sesuai peraturan rentang waktu 

memenuhi Permintaan informs 

public adalah 10 (sepupuh) hari 

kerja puls 7 hari perpanjangan 

5 Memberikan Salinan informasi atau 

dokumen yang diminta oleh 

Peminta informasi  

 

 

 

 

  Informasi / Dokumen 

yang diminta oleh 

Peminta informasi 

1 (satu) hari Informasi publik/dokumen 

yang diminta oleh 

Peminta informasi 

Bila Peminta meminta salinan 

dokumen, segala biaya fotocopy 

ditanggung Peminta 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : Pelayanan Informasi Publik Saat Sistem Online Tidak Berfungsi 

2. Jenis Kegiatan : Insidental 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  

 b. Kegiatan : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

4. Scope/ruang lingkup : Pemerintah Provinsi Bali 

 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Pendokumentasian Daftar Informasi Publik  

Langkah Awal : PPID berkoordinasi dengan Bidang/Perangkat Daerah yang memiliki/menguasai 

dokumen 

Langkah Utama : Pengesahan SK Daftar Informasi Publik oleh PPID 

Langkah Akhir : SK Daftar Informasi Publik yang sudah disahkan dipublikasi melalui kanal PPID 

dan Badan Publik 

 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1.  PPID berkoordinasi dengan Bidang/Perangkat Daerah yang 

memiliki/menguasai dokumen 

  2.  PPID menyusun Daftar Informasi Publik berupa Surat Keputusan PPID 

Langkah Utama : 3.  Koreksi dari Atasan PPID (bila ada) 

  4.  Pengesahan SK Daftar Informasi Publik oleh PPID 

Langkah Akhir : 5.  SK Daftar Informasi Publik diimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy, 

bilamana sistem online sudah berfungsi PPID/PPID Pelaksana 

mempublikasi melalui kanal PPID dan web Badan Publik 



 
FLOWCHART PENDOKUMENTASIAN DIP /MANUAL 

Ruang Lingkup/Scope : Pemerintah Provinsi Bali 

No Kegiatan 

Pelaksana Pendukung Keterangan 

Petugas Pelayanan PPID Pelaksana PPID Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output 

1 PPID Pelaksana menyusun dan 

mengumpulkan DIP dan 

diterima oleh petugas 

pelayanan untuk di rekap 

selanjutnya di ajukan ke PPID 

untuk di koreksi. Bila tidak ada 

koreksi di ajukan ke Atasan 

PPID untuk di sahkan dalam 

bentuk SK. 

 

 

 

 

 

   Form Daftar 

Informasi Publik 

5 (lima) 

hari 

Surat Keputusan 

Atasan PPID 

tentang DIP 

Pemerintah Provinsi 

Bali 

- Surat Keputusan di tanda  

tangani oleh Sekretaris 

Daerah selaku Atasan PPID 

- PPID Pelaksana juga 

melakukan pengesahan DIP 

PPID Pelaksana yg di tanda 

tanganio oleh Kepala OPD 

masing-masing 

2 Bila ada koreksi PPID 

mengembalikan ke petugas 

pelayanan untuk di tindak 

lanjuti ke PPID Pelaksana.  

    

Koreksi 

Draf koreksi DIP 

PPID Pelaksana 

1 (satu) 

hari 

Hasil koreksi DIP  

3 DIP yang sudah di sahkan 

Atasan PPID untuk di simpan 

dalam bentuk hardcopy dan 

softcopy. Bila Sistem Elektronik 

sudah normal, disebarluaskan 

dan di publikasikan melalui 

website PPID, balisastudata 

dan web  Badan Publik.  

    Nota Dinas dan 

Draf DIP 

Tentatif Surat pengantar DIP Publikasi pada website PPID, 

balisastudata dan web  Badan 

Publi masing-masing. 

Mulai 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : Pelayanan Informasi Publik Saat Sistem Online Tidak Berfungsi 

2. Jenis Kegiatan : Insidental 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  

 b. Kegiatan : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

4. Scope/ruang lingkup : Pemerintah Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Penanganan Keberatan Informasi Publik 

Langkah Awal : Melayani Peminta Informasi yang mengajukan keberatan atas informasi 

Langkah Utama : PPID meminta/bersurat ke Badan Publik/PPID Pelaksana untuk memenuhi 

permintaan keberatan informasi yang diajukan  

Langkah Akhir : Atasan PPID menjawab keberatan informasi berupa surat kepada Peminta 

Informasi 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1.  Peminta Informasi mengajukan keberatan atas informasi yang diterima/tidak 

terlayani sesuai dengan kebutuhan  

  2.  Melakukan registrasi keberatan sesuai formulir yang diajukan oleh Peminta 

Informasi  

Langkah Utama : 3.  PPID meminta/bersurat ke Badan Publik/PPID Pelaksana untuk memenuhi 

permintaan keberatan informasi yang diajukan 

  4.  PPID mengajukan draft surat jawaban keberatan informasi kepada Atasan 

PPID  

Langkah Akhir : 5.  Surat Jawaban Keberatan Informasi dikirim ke Peminta Informasi 



FLOWCHART PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK  

Ruang Lingkup/Scope : Pemerintah Provinsi Bali 

No Kegiatan 

Pelaksana Pendukung 

Keterangan 

Peminta 

Informasi 

Bagian 

Registrasi 

PPID PPID 

Pelaksana 
Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output 

1. 

Peminta Informasi 

menyampaikan pengajuan 

keberatan atas tidak 

terlayaninya Permintaan 

informasi yang dibutuhkan  

  

Lengkap 

 

 Formulir Pengajuan 

Keberatan Informasi 

Publik; Fotocopy 

atau scan identitas 

diri (NIK) dari 

Peminta  

1 hari kerja 

Formulir pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi publik yang telah 

diisi lengkap dan dilampiri 

fotocopy/scan identitas diri 

(NIK) 

 

2. 

Melakukan registrasi formulir 

pengajuan keberatan 

pelayanan informasi kepada 

Atasan PPID 
Kurang 

Lengkap 

 

 

 Semua data – data 

Peminta informasi 

disimpan dalam 

bentuk hardcopy 

dan softcopy 

1 hari kerja 

Daftar pengajuan 

keberatan pelayanan 

informasi bentuk hardcopy 

dan softcopy 

 

3. 

Memeriksa formulir 

pengajuan keberatan dari 

Peminta Informasi dan 

berkoordinasi serta 

memerintahkan kepada 

PPID dan PPID Pembantu 

untuk memenuhi permintaan 

informasi dan Peminta 

Informasi 

   

 

Berkas pengajuan 

keberatan 

pelayanan informasi 

yang telah diisi 

lengkap dan Konsep 

Surat Jawaban 

Keberatan Informasi 

5 hari kerja Konsep surat jawaban  

  

a 



4. 

PPID mengajukan draft 

surat jawaban keberatan 

informasi kepada Atasan 

PPID 

   

 

Konsep surat 

Jawaban Keberatan 

Informasi 

2 hari kerja 
Surat Jawaban Keberatan 

Informasi 
 

5. 

Memberikan informasi yang 

diminta oleh Peminta 

informasi kepada Atasan 

PPID dimaksud telah masuk 

DIP. Atasan PPID akan 

menjawab pengajuan 

keberatan kepada Peminta 

informasi. Jika informasi 

belum tersedia atau 

termasuk informasi yang 

dikecualikan, maka 

diberikan surat penolakan 

kepada Peminta Informasi. 

   

 

Surat Jawaban 

Keberatan Informasi 
1 hari kerja 

Bila Peminta meminta 

salinan dokumen, segala 

biaya fotocopy ditanggung 

Peminta 

 

 

a 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1125/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Sosialisasi, Monitoring Dan Evaluasi Akses 
Informasi Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemeritnah Daerah 

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah  sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah 

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi   Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali 
 

1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur 
pemerintahan 

2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sosialisasi, Monitoring Evaluasi dan 
Akses Informasi Publik 

2. SOP Penyusunan Laporan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Akses Informasi 
Publik 

3. SOP Pencairan Anggaran Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Akses Informasi 
Publik 

 

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja Anggaran 
2. Kerangka Acuan Kerja 
3. Komputer / Printer / Scaner 
4. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila laporan terlambat dibuat maka akan menghambat pelaksanaan sosialisasi 
monitoring dan evaluasi akses informasi publik 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

  



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 

 

Ya 

Ya 

Tidak 

Tidak 

 

NO 

 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU  

KETERANGAN 

KABID 

KETUA TIM 
PENGUATAN TATA 

KELOLA KOMISI 
INFORMASI DI 

DAERAH 

ANALIS KOMISIONER KI 
BADAN 
PUBLIK 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

 

1 Menugaskan Analis untuk 
mengumpulkan bahansosialisasi 

     Dokumen/ Agenda 
Kerja 

15 menit Dokumen  

2 Mengumpulkan bahan untuk 
pelaksanaan sosialisasi dan 
menyerahkan ke Ketua Tim Penguatan 
Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah 

     Bahan-bahan 
sosialisasi 

1 hari Dokumen  

3 Menerima bahan dan menyusun rencana 
pelaksanaan sosialisasi dan 
menyerahkan ke Kabid 

     Konsep rencana 
pelaksanaan 
sosialisasi 

2 jam Dokumen  

4 Menerima konsep rencana pelaksanaan 
sosialisasi dan melakukan koreksi 
.Apabila tidak, kembali ke  Ketua Tim 
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi 
Di Daerah untuk di koreksi. Bila iya, 
menyampaikan ke Komisioner 

        Konsep rencana 
pelaksanaan 
sosialisasi 

1 jam Dokumen  

5 Menerima dan mengkoreksi rencana 
sosialisasi 

     Konsep rencana 
pelaksanaan 
sosialisasi 

1 jam Dokumen  

6 Menerima rencana sosialisasi dan 
mengkoordinasikan dengan Badan 
Publik 

 

    Konsep rencana 
pelaksanaan 
sosialisasi 

1 jam Dokumen  

7 Menerima rencana sosialisasi dan 
menyepakati rencana sosialisasi terkait 
waktu dan tempat  

 

 

     Konsep rencana 
pelaksanaan 
sosialisasi 

1 hari Dokumen  



 

 

8 Menerima konfirmasi terkait pelaksanaan 
sosialisasi dan monev serta 
memerintahkan  Ketua Tim Penguatan 
Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah 
menyusun jadwal dan undangan 

     Konsep rencana 
pelaksanaan 
sosialisasi 

15 menit Dokumen  

9 Menyusun jadwal dan undangan 
sosialisasi dan monev 

     Konsep jadwal dan 
waktu pelaksanaan 
sosialisasi 

1 hari Dokumen  

10 Memerintahkan Analis untuk mengirim 
jadwal ke Badan Publik dan KI 

     Jadwal 15 menit Dokumen  

11 Mengirimkan jadwal dan 
mendokumentasikan 

     Jadwal 1 hari Dokumen  



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1118/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Literasi Digital 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan                   Informasi Publik 

2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan                 
Komunikasi Publik 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis 
Di Lingkungan                              Instansi Pemerintah 

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Komunikasi dan Informatika 

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali 
Tahun 2018-2023 
 
 
 

1. Memiliki keahlian atau keterampilan sebagai narasumber  
2. Memiliki pengetahuan tentang literasi media 
3. Mimiliki pengetahuan tentang hoaks undang-undang ITE dan 

undang-undang Keterbukaan Informasi Publik 
4. Memiliki keterampilan administrasi, koordinasi dan 

komunikasi publik 



6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah  sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah 

7. Pergub Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi   Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Pengelolaan Komunikasi Krisis 
 

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja Anggaran 
2. Komputer / Printer  
3. Hanphone 
4. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Pelaksanaan literasi yang terhambat berakibat kepada berkembangnya opini yang 
keliru dan berpengaruh kepada pelaksanaan pengelolaan komunikasi krisis 

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

  



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 

 

 

 

 

NO 

 

 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU  

KETERANGAN 

KABID 

KETUA TIM 

PENGUATAN 

TATA KELOLA 

KOMISI 

INFORMASI DI 

DAERAH 

ANALIS 

PIHAK LUAR 

SEBAGAI 

NARASUMBER 

KADIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 Menyusun rencana 

kerja/  TOR literasi 

     DPA, Aliran khas 10 menit TOR Literasi 

digital 

 

2 Menentukan topik 

materi, peserta dan 

narasumber 

     TOR, Bahan literasi 

lainnya 

60 menit Undangan untuk 

narasumber dan 

peserta 

 

3 Rapat koordinasi      TOR          

                                                                                        

60 menit Laporan hasil 

koordinasi  
 

4 Melaksanakan literasi      TOR, Materi, 

Undangan 

60 menit Literasi media  

5 Menyusun laporan      TOR, Notulen 

literasi 

60 menit Laporan  

6 Menyampaikan 

laporan 

     Laporan 30 menit Laporan  

7 Menerima laporan 

dan menugaskan 

untuk di arsipkan 

     Laporan 30 menit Laporan  

8 Menerima laporan 

monitoring dan 

menugaskan staf 

untuk meyimpan 

     Laporan 10 menit Laporan  



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1119/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Monitoring Isu Dan Opini Publik Di Media 
Massa Dan Media Sosial 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis 
Di Lingkungan Instansi Pemerintah 

3. Keputusan Menteri  Komunikasi dan Informatika Nomor : 
371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 Tentang Kode Etik Humas Pemerintahan 

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali 
Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Provinsi 
Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 
 
 
 

1. Memiliki pengetahuan pengelolaan data sederhana  
2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan gadget 

dan media sosial 
3. Memiliki pengetahuan dasar-dasar kehumasan 



5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah  sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah 

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi   Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Pengelolaan Komunikasi Krisis 
 

1. Komputer 
2. Hanphone 
3. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila monitoring isu dan opini publik tidak dilaksanakan dengan baik maka akan 
mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan opini publik 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

  



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 

 

Tidak 

 

 

  

 

 

NO 

 

 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU  

KETERANGAN 

KABID 

KETUA TIM 
PENGUATAN 
TATA KELOLA 

KOMISI 
INFORMASI DI 

DAERAH 

PETUGAS 
MONITORING 

KADIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 Menugaskan petugas 
monitoring 

    Disposisi 10 menit Dokumen  

2 Mengumpulkan bahan ( 
koran media massa dan 
media sosial ) 

    Koranm Screen Shot, Foto 60 menit Dokumen  

3 Mengumpulkan isu dan 
opini publik 

    Koranm Screen Shot, Foto 60 menit Dokumen  

4 Memilah isu dan opini 
yang harus dilaporkan 

    Koranm Screen Shot, Foto 60 menit Dokumen  

5 Menyusun laporan 
monitoring isu dan opini 
publik 

    Ya   Koranm Screen Shot, Foto 60 menit Dokumen  

6 Melaporkan hasil 
monitoring isu dan opini 
publik 

    Draft Laporan 30 menit Dokumen  

7 Menyampaikan hasil 
monitoring  

    Draft Laporan 30 menit Dokumen  

8 Menerima laporan 
monitoring dan 
menugaskan staf untuk 
meyimpan 

    Laporan 10 menit Dokumen  

9 Menyimpan laporan 
monitoring 

    Laporan 10 menit Dokumen  



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1120/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pelayanan Permohonan Sidang Sengketa 
Informasi 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 

2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis 
Di Lingkungan Instansi Pemerintah 

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Komunikasi dan Informatika 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 

 
 
 
 

1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta 

Mendokumentasikan Daftar Informsi Publik 

2. Memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik 

 



6. Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali 
Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah Provinsi 
Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah  sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Dan Fungsi   Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali 
 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Pencairan Anggaran Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Akses Informasi 
Publik 

2. SOP Penyusunan Laporan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Akses Informasi 
Publik  

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja  
2. Komputer / Printer 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Pelaksanaan sidang sengketa informasi yang tidak sesuai peraturan mempengaruhi 
pelaksanaan tata kelola Komisi Informasi di daerah dan indeks keterbukaan 
informasi publik 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

  



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 

   

 

NO 

 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU  

KETERANGAN 

PEMOHON 
PETUGAS 

SEKRETARIAT 
KIP 

KETUA KOMISI 
INFORMASI 

BALI 
PANITERA MAJELIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 Menerima permohonan Sidang 
Sengketa Informasi 

     Persyaratan dan 
kelengkapan sesuai 
Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2013 

- Permohonan 
sidang sengketa 
informasi 

 

2 Memeriksa kelengkapan permohonan       Persyaratan dan 
kelengkapan sesuai 

3 hari Permohonan 
sidang sengketa 
informasi 

 

3 Memberitahukan pemohon apabila 
tidak lengkap 

     Persyaratan dan surat 
pemberitahuan 

3 hari Permohonan 
sidang sengketa 
informasi  

 

4 Meregister permohonan      Persyaratan dan surat 
pemberitahuan 

3 hari Permohonan 
sidang sengketa 
informasi yang 
teregister 

 

5 Mengajukan kepada ketua Komisi 
Informasi permohonan sidang 

     Persyaratan dan surat 
permohonan sidang ketua 
komisi  

3 hari Permohonan 
sidang sengketa 
informasi  

 

6 Penetapan majelis dan penunjukan 
panitera 

     Undangan rapat pleno dan 
permohonan sidang 
sengketa informasi 

1 hari Bahan sidang, SK 
Penetapan majelis 
dan SK Penunjukan 
Panitera 

14 hari setelah 
permohonan 
diajukan ke Ketua 
KI, sidang harus 
dilaksanakan  

7 Pelaksanaan sidang awal 

 

 

 

     Bahan sidang  100 hari Putusan  

Apabila 3 hari dari pemberitahuan tidak dilengkapi 

pemohon, petugas menyatakan permohonan gugur 

lewat berita acara 



 

 

8 Pengiriman Putusan 

 

 

 

     Putusan 14 hari Putusan Putusan dikirim 
paling lambat 14 
hari setelah 
dibacakan 

9 Menerima putusan      Putusan - Putusan  



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1121/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pemantauan Hoaks 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang. 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 11   Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi   Elektronik  
 
 
 

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 
2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan gadget 

dan media sosial 
3. Memiliki pengetahuan dasar-dasar kehumasan 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang 
Komunikasi dan Informatika 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Komunikasi Krisis Di Lingkungan Instansi Pemerintah 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah  sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah 

9. Pergub Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi   Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Monitoring Isu dan Opini Publik di Media Massa dan Media Sosial  1. Komputer / Printer  
2. Hanphone 
3. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Lemahnya pemantauan terhadap hoax mempengaruhi kepercayaan publik 
terhadap kebijakan pemerintah dan menghambat pelaksanaan program 
pembangunan Pemerintah Provinsi Bali 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

  



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 

 

 

 

NO 

 

 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU  

KETER
ANGAN 

KABID 

KETU A TIM 
PENGUATAN 

TATA 
KELOLA KI DI 

DAERAH 

TIM 
PEMANTAU 

TIM 
PEMBUAT 
KONTEN 

KADIS 
TIM 

PUBLIKASI 
MEDSOS 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 Melakukan pemantauan hoax di 
media sosial dan media massa 

      - Konten medsos 

- Konten media online 

- Screenshot 

5 jam Dokumen  

2 Melakukan verifikasi hoax melalui 
sumber yang ada di akun medsos 
lainnya 

      - Konten medsos 

- Konten media online 

- Screenshot 

5 jam Dokumen  

3 Melakukan verifikasi hoax melalui 
sumber yang ada pada Perangkat 
Daerah, Pimpinan Perangkat 
Daerah 

     

 

 - Reilis berita 

- Informasi publik 
PPID 

- Surat resmi 

5 jam Dokumen  

4 Menyusun resume hoax beserta 
verifikasi apabila ada perhari 

 

 

    Dokumen resume 2 jam Dokumen  

5 Membuat infografis terhadap 
resume dan verifikasi hoax 

 

 

      Draft infografis 2 jam Dokumen  



Tidak 

Ya 

6 Melaporkan hasil resume dan 
infografis 

      Draft Infografis 30 menit Dokumen  

7 Menerima laporan hasil resume 
dan konten klarifikasi hoax 

      Dokumen 30 menit Dokumen  

8 Mempublikasikan       Dokumen 10 menit Dokumen  

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1122/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pencairan Anggaran Sosialisasi 
Monitoring Dan Evaluasi Akes Informasi 
Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang. 

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah  sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah 

 
 
 
 

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 
2. Memiliki kemampuan administrasi perkantoran 
3. Mengetahui mekanisme pembuatan SPJ keuangan sederhana 



4. Pergub Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi   Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sosialisasi, Monitoring Evaluasi dan 
Akses Informasi Publik 

2. SOP Penyusunan Laporan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Akses Informasi 
Publik 

3. SOP Pencairan Anggaran Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Akses Informasi 
Publik 

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja Anggaran 
2. Kerangka Acuan Kerja 
3. Komputer / Printer / Scaner 
4. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila laporan terlambat dibuat maka akan menghambat pelaksanaan sosialisasi 
monitoring dan evaluasi akses informasi publik 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

  



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 

 

Ya 

Tidak 

Ya 

Tidak 

 

NO 

 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU  

KETERANGAN 
KETUA TIM 

PENGUATAN TATA 
KELOLA KOMISI 
INFORMASI DI 
DAERAH/PPTK 

ANALIS SEKRETARIS/KPA BENDAHARA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 Memerintahkan Analis 
mengumpulkan bahan 

    Agenda Kerja, 
Disposisi, RKA/DPA, 
Laporan SPJ 

15 menit Dokumen  

2 Mengumpulkan bahan dan 
membuat SPJ 

    Kwitansi, Nota, 
Laporan 

1 hari Dokumen  

3 Menyampaikan konsep SPJ ke 
Ketua Tim Penguatan Tata 
Kelola Komisi Informasi Di 
Daerah/PPTK 

    SPJ 15 menit Dokumen  

4 Mengoreksi SPJ, bila salah 
kembali ke Analis, bila benar 
langsung tanda tangan dan 
menyampaikan ke Sekretaris 
selaku KPA 

    SPJ 30 menit Dokumen  

5 Mengoreksi SPJ, bila salah 
kembali ke PPTK, bila benar 
lanjut tanda tangan dan 
menyerahkan ke Bendahara 

    SPJ 30 menit Dokumen  

6 Memverifikasi dan 
menandatangani SPJ, lanjut 
mencairkan anggaran 

    SPJ 30 menit Dokumen  

7 Mengirimkan bukti transfer 
pencairan anggaran kepada 
PPTK 

 

    Bukti Transfer 10 menit Dokumen  



 

8 PPTK menyerahkan bukti 
anggaran kepada Analis untuk 
di dokumentasikan 

 

    Bukti Transfer 10 menit Dokumen  

9 Mendokumentasikan bukti 
pencairan anggaran 

 

    Bukti Transfer 10 menit Dokumen  



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1123/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengelolaan Komunikasi Krisis 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 
Komunikasi Publik 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis 
Di Lingkungan Instansi Pemerintah 

3. Keputusan Menteri  Komunikasi dan Informatika Nomor : 
371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 Tentang Kode Etik Humas Pemerintahan 

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah  sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah 
 
 
 
 

1. Memiliki kemampuan analisa data dan informasi 
2. Memiliki kemampuan analisa isu dan opini publik 
3. Memiliki kemampuan menyusun rekomendasi 
4. Memiliki kemampuan manajemen krisis 
5. Memiliki kemampuan dan pengetahuan kehumasan 



5. Pergub Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi   Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Monitoring Isu dan Opini Publik di Media Massa dan Media Sosial 
 

1. Komputer 
2. Hanphone 
3. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila pengelolaan komunikasi krisis tidak terlaksana maka pengelolaan opini 
publik dan komunikasi publik tidak optimal 

Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

  



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 

 
 

 

NO 

 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU  

KETERANGAN 

PETUGAS 

MONITORING 

ISU PUBLIK 

KETUA TIM 

PENGUATAN 

TATA KELOLA 

KOMISI 

INFORMASI DI 

DAERAH/ KABID I 

TIM 

KOMUNIKASI 

KRISIS 

KADIS 
BIDANG 

PUBLIKASI 
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 Pengumpulan isu dan opini publik di 

media sosial dan media massa 

 

     Medi Sosial dan 

Media Cetak 

1 hari Laporan 

Monitoring Isu 

Publik 

 

2 Menentukan isu prioritas dan isu 

terindikasi krisis 

 

     Laporan 

Monitoring Isu 

dab Opini Publik 

1 hari Laporan 

Prioritas 
 

3 Menentukan strategi komunikasi krisis 

terhadap isu prioritas dan terindikasi 

krisis 

     Laporan Isu 

Prioritas dan 

Terindikasi Krisis 

120 menit Laporan Konsep 

Strategi 

Komunikasi 

Publik 

 

4 Menyusun rekomendasi strategi 

komunikasi publik terhadap isu prioritas 

dan terindikasi krisis 

 

 

   Laporan Isu 

Prioritas dan 

Terindikasi Krisis 

120 menit Laporan Konsep 

Strategi 

Komunikasi 

Publik dan 

Rekomendasi 

 

5 Menetapkan strategi komunikasi publik 

terhadap terhadap isu isu prioritas dan 

terindikasi krisis 

     Laporan Konsep 

Strategi 

Komunikasi 

Publik 

30 menit Strategi 

Komunikasi 

Publik 

 

6 Melaksanakan strategi komunikasi 

publik yang telah ditetapkan 

 

  

 

 Disposisi Kadis 

atas Strategi 

Komunikasi 

Krisis yang 

ditetapkan 

60 menit Hasil Publikasi 

berupa release, 

jumpa pers, 

pembuatan 

spanduk, baliho 

dan lain 

sebagainya  

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1124/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyusunan Laporan Sosialisasi, 
Monitoring Dan Evaluasi Akses Informasi 
Publik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 

3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah  sebagimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah 

4. Pergub Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Dan Fungsi   Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali sebagimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 
25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur 

pemerintahan 
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. SOP Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sosialisasi, Monitoring Evaluasi dan 
Akses Informasi Publik 

2. SOP Penyusunan Laporan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Akses Informasi 
Publik 

3. SOP Pencairan Anggaran Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Akses Informasi 
Publik 

 

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja Anggaran 
2. Kerangka Acuan Kerja 
3. Komputer / Printer / Scaner 
4. Jaringan Internet 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila laporan terlambat dibuat maka akan menghambat pelaksanaan sosialisasi 
monitoring dan evaluasi akses informasi publik 

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

  



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI DI DAERAH 

 

Ya 

Tidak 

Ya 

Tidak 

 

 

 

NO 

 

 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU  

KETERANGAN 

KABID 

KETUA TIM 

PENGUATAN TATA 

KELOLA KOMISI 

INFORMASI DI 

DAERAH 

ANALIS KADIS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

1 Mungaskan Kasi untuk mempersiapkan 

konsep laporan 

    Agenda Kerja 15 menit Disposisi  

2 Memerintahkan analis untuk 

mengumpulkan bahan laporan 

    Disposisi 15 menit Disposisi  

3 Mengumpulkan dan menyerahkan bahan     Disposisi 1 hari Bahan Laporan  

4 Membuat konsep laporan dan 

menyerahkan ke Kabid 

    Bahan Laporan 2 jam Konsep Laporan, 

Disposisi 

 

5 Memeriksa konsep laporan, jika setuju 

menyampaikan ke Kadis, jika perlu 

diperbaiki, mengembalikan ke Ketua Tim 

Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di 

Daerah 

    Konsep Laporan 1 jam Laporan, Disposisi  

6 Memeriksa konsep laporan, jika sudah di 

tanda tangan, menyerahakan ke Kabid, 

Jika tidak mengembalikan ke Kabid untuk 

diperbaiki 

    Laporan 1 jam Disposisi  

7 Menyerahkan laporan kepada  Ketua Tim 

Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di 

Daerah  untuk di dokumentasikan  

    Laporan 10 menit Disposisi  

8 Menyerahkan laporan kepada Analis untuk 

di dokumentasikan 

    Laporan 10 menit Laporan  

9 Mendokumentasikan laporan     Laporan 15 menit Laporan, Bukti 

Dokumentasi 

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI 
PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1127/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Forum Kehumasan 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang  Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 63); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019  tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah ( Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 

4. Nomor 25 Tahun 2023  tentang   Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,  
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

1. Memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi system serta prosedur 

pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 
 

  



KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

Penyusunan Rencana dan Program Kerja pada Sub Kegiatan Penguatan 
Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Kegiatan Ketua Tim Kabid  Kadis Instansi 

terkait/masyarakat 

Anggota 

Forum 

Waktu opuput Ket 

1 Penghimpunan isu 

di tengah – tengah 

masyarakat 

 

  

 

 

  

 

     

2 Penggodogan isu 

aktual 

        

3 Diskusi Dialog 

Forum Koordinasi 

Kehumasan 

        

4 Sosialisasi ke 

masyarakat melalui 

media 

        

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SUB KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KOMUNIKASI 
PUBLIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1126/IKP/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Fasilitasi Pelayanan Sound System 

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019  tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah ( Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 

4. Nomor 25 Tahun 2023  tentang   Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi,  
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

1. Memiliki kemampuan sebagai operator 

2. Memiliki pengetahuan dibidang kelistrikan 

3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Penyusunan Rencana dan Program Kerja pada Sub Kegiatan Penguatan 
Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 
 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpansebagai data elektronik dan manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku Ket 

Staf Ketua Tim Kabid 

Informasi dan 

Komunikasi 

Publik 

Kadis 

Kominfos 

Masyarakat/I

nstansi 

Vertiksal, 

Horisontal 

Persyaratan/ 

Perlengkapan 

Waktu 
 

Output  

1. Mengajukan surat 

permohonan 

peminjaman sound 

system 

     Surat 

Permohonan 

1 hari 
Surat 

 

2 Mendisposisikan kepada 

kabid untuk 

ditindaklanjuti 

      1 hari Dokumen  

2. Mendisposisikan kepada 

sub koordinator terkait 

permohonan 

peminjaman sound 

untuk dilakukan survei 

lapangan 

     Surat 

permohonan 

peminjaman 

dan disposisi 

kadis 

30 Menit Dokumen  

3. 

 

Melakukan survei ke 

lapangan 

 

     Surat 

permohonan 

peminjaman 

dan disposisi 

kadis 

30 Menit Dokumen 

                    

 

4 Melaporkan kepada 

pimpinan kondisi di 

lapangan 

     Dokumen 

laporan 

30 Menit Dokumen  



 Memberikan keputusan 

terkait permohonan 

pelayanan sound sistem 

Jika ya: dilaksanakan 

pemasangan sound 

system 

Jika tidak: 

dikoordinasikan bahwa 

permohonan tidak dapat 

dipenuhi 

     Dokumen 

Disposisi 

1 Hari Dokumen  

5 Melaksanakan 

pemasangan sound 

system 

     Surat Perintah 

Tugas 

1 Hari Dokumen   

6 Pembuatan laporan 

pelaksaan 

     Dokumen 

laporan 

  60 Menit Dokumen 

 

 

 

Tidak 

Ya 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 
 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1128/TI/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP :      PENGAJUAN DOMAIN BALIPROV 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
 

1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik 
 

 
1. Kemampuan mengkonfigurasi 
2. Kemampuan Perangkat Jaringan dan server  

3. Mengolah Private cloud 

KETERKAITAN :  PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

 
1. Link private cloud (blade server) 
2. Link SAN Storage 

3. Link firewall ke private cloud 

 
1. Juklak dan Juknis  
2. Pergub 
3. Komputer, printer, Hp 
4. Nota Dinas 

 
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima wajib dilakukan verifikasi 
lapangan, agar sesuai dengan peruntukan 

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 



 

 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Buku 

OPD 
Kasubbag 

TU/Sekretaris 
Tim 

Teknis  

Ketua Tim 
Infrastruktur 

dan 
Teknologi 

Kabid 
Teknologi 

Informatika 

 
Rekanan/ 
Vendor 

Kelengkapan     Waktu     Output 

1 

OPD mengajukan surat 
permohonan Domain 
dilengkapi dengan nama 
Domain dan IP 

      

  
      Surat 
Permohonan 

2 

Kasubag TU melalui 
Sekretaris menyampaikan 
surat untuk mendapatkan 
disposisi dari                 
Kepala Dinas 

      

     Surat 
Permohonan 

1-2 Jam    Disposisi 

3 

Pejabat Bidang Teknologi 
Informatika dalam hal ini 
Kabid dan Ketua Tim 
Infrastruktur dan Teknologi 
menindaklanjuti disposisi. 
 

      

Disposisi 1 Jam 

 Disposisi 
Turunan 
kepada Ketua 
Tim IT 

4 

Ketua Tim Infrastruktur dan 
Teknologi  menindaklanjuti 
dengan memerintahkan tim 
teknis untuk melakukan 
create Domain 

      

Disposisi 1 Hari 
Pengarahan 
kepada Tim 
Teknis 

6 
Tim teknis melakukan 
create Domain 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 1 Hari  

7 

Domain sudah di-create, 
dan dibuatkan Berita Acara 
Serah Terima Domain 
kepada OPD pemohon 
 

      

 1 Jam 
Berita Acara 
Domain 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 
 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1129/TI/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : PENANGANAN MASALAH JARINGAN 
DAN PERANGKAT PUSAT DATA 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik 
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik 

1. Kemampuan Teknis untuk memperbaiki jaringan Pusat Data 
2. Kemampuan mengkonvigurasi 
3. Kemampuan Perangkat Jaringan dan server  

4. Mengolah Private cloud 

KETERKAITAN :  PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Link private cloud (blade server) 
2. Link SAN Storage 
3. Link firewall ke private cloud 
4. Link core switch 
5. Link DHCP server 
6. Monitoring perangkat jaringan pusat data 

 

1.  1.  Juklak dan Juknis  
2. Pergub 
3. Komputer, printer, Hp 
4. Nota Dinas 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima wajib dilakukan verifikasi 
lapangan, agar sesuai dengan peruntukan 

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

  



 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Buku 

OPD 
Kasubbag 

TU/Sekretaris 
Tim 

Teknis  
Ketua 
Tim IT 

Kabid TI 
Rekanan/ 
Vendor 

Kelengkapan Waktu     Output 

1 

OPD melaporkan secara lisan/tertulis 
kepada Diskominfos jika terjadi 
permasalahan infrastruktur jaringan Pusat 
Data pada instansinya      masing-masing 

      

  
    Surat 
Permohonan 

2 
Kasubag TU melalui Sekretaris 
menyampaikan surat untuk mendapatkan 
disposisi dari                 Kepala Dinas 

      

Surat 
Permohonan 

1-2 Jam Disposisi 

3 
Pejabat Bidang Teknologi Informatika 
dalam hal ini Kabid dan Ketua Tim IT 
menindaklanjuti disposisi. 

      

Disposisi 1 Jam 
Disposisi 
Turunan kepada 
Ketua Tim IT 

4 
 Menindaklanjuti dengan memerintahkan 
tim teknis untuk melakukan assesment 
lapangan 

      

Disposisi 30 Menit 
Pengarahan 
kepada Tim 
Teknis 

5 

Tim teknis melakukan perbaikan. Jika 
perbaikan dapat diatasi maka 
permasalahan selesai. Jika tidak, 
permasalahan tersebut akan dilimpahkan 
kepada vendor yang ditunjuk 

      
Alat 
perbaikan 
infrastruktur 
jaringan 
Pusat Data 

1 Hari 

laporan 
identifikasi dan 
penanganan 
masalah 

6 
Tim teknis/vendor membuat laporan 
identifikasi dan penanganan masalah 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Data 
assesment 
lapangan 

1-2 Jam 

laporan 
identifikasi dan 
penanganan 
masalah 

7 

Masalah diselesaikan oleh Tim 
teknis/vendor kemudian membuat laporan 
baik secara lisan maupun tertulis yang 
ditujukan kepada              Kabid Teknologi 
Informatika melalui Ketua Tim IT. 

      

 1 Jam 

laporan 
identifikasi dan 
penanganan 
masalah 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 
 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1130/TI/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP :  
      PENGAJUAN VIRTUAL MACHINE (VM) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
 
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik 
 

 
1. Kemampuan mengkonfigurasi 
2. Kemampuan Perangkat Jaringan dan server  

3. Mengolah Private cloud 

KETERKAITAN :  PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Link private cloud (blade server) 
2. Link SAN Storage 
3. Link firewall ke private cloud 

4. Link core switch 

 
1. Juklak dan Juknis  
2. Pergub 
3. Komputer, printer, Hp 
4. Nota Dinas 

 
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 
Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Penerima wajib dilakukan 
verifikasi lapangan, agar sesuai dengan peruntukan 

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

  



 

No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Buku 

OPD 
Kasubbag 

TU/Sekretaris 
Tim 

Teknis 

Ketua 
Tim 
IT 

Kabid 
Teknologi 

Informatika 

Rekanan
/ 

Vendor 
Kelengkapan Waktu Output 

1 

OPD mengajukan surat permohonan 
Virtual Machine dilengkapi dengan 
spesifikasi yang diperlukan dan 
laporan lolos uji vulnerability 
assessment dari Bidang Persandian 

      

  
Surat 
Permohonan 

2 

Kasubag TU melalui Sekretaris 
menyampaikan surat untuk 
mendapatkan disposisi dari                 
Kepala Dinas 

      

Surat 
Permohonan 

1-2 Jam Disposisi 

3 

Pejabat Bidang Teknologi Informatika 
dalam hal ini Kabid dan Ketua Tim 
Infrastruktur dan Teknologi 
menindaklanjuti disposisi. 

      

Disposisi 1 Jam 
Disposisi 
Turunan 
kepada Kasi 

4 

Ketua Tim Infrastruktur dan 
Teknologi menindaklanjuti dengan 
memerintahkan tim teknis untuk 
melakukan kajian 

      

Disposisi 1 Hari 
Pengarahan 
kepada Tim 
Teknis 

5 

Tim teknis melakukan kajian 
spesifikasi teknis yang diminta 
terhadap resource perangkat yang 
dimiliki 

      

 1 Hari 
Laporan 
kajian 

6 Tim teknis melakukan create VM 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 1 Hari  

7 
VM sudah di-create, dan dibuatkan 
Berita Acara Serah Terima VM kepada 
OPD pemohon 

      

 1 Jam 
Berita Acara 
VM 

8 
Permohonan ditolak karena resource 
tidak mencukupi 

      

Surat 
Jawaban 

1-2 Jam Disposisi 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1131/TI/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : PERMOHONAN JARINGAN BARU 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1.  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

3.   Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6871; 

4.   Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik; 

5. Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintah Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika; 

6.  Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali; 

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali 

2. Kepala Bidang Teknologi Informatika 
3. Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintahan 
4. Tim Data Center 
5. Kepala OPD Pemohon 

 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1. SOP Permohonan Kenaikan Bandwidth 
2. SOP Pemeliharaan JAringan Berkala 
3. SOP Maintenance Gangguan Jaringan  
4. SOP Permohonan Colocation  
5. SOP Permohonan Server 
6. SOP Pemeliharaan Server 
7. SOP Penarikan Server Dari Data Center 

  

1. PC, Tang Krimping, Kabel UTP, Konektor, Lan Tester 
2. ATK, Media Komunikasi, Formulir-formulir dan surat 

permohonan 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Uraian Kegiatan 

        

OPD Kepala Dinas Kabid TI 

Ketua Tim 

Jaringan 

pemerintah 

Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output 

1 

OPD mengajukan surat permohonan 

koneksi jaringan internet/intranet baru 

secara lisan/tertulis/aplikasi Kantor Virtual 

kepada Diskominfos  

  

  

   Surat 

Permohonan 

2 
Kepala Dinas mendisposisiksn kepada 

Kepala bidang Tekologi Informatika 

     Surat 

Permohonan 

1-2 Jam Disposisi 

3 

Kepala Bidang Teknologi Informatika  

menindaklanjuti disposisi kepada ketua 

TIM Jaringan Intra Pemerintah 

     Disposisi 1 Jam Disposisi Turunan kepada 

Ketua T 

4 

Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah 

menindak lanjuti dengan memerintahkan 

tim teknis untuk melakukan pemeriksaan 

spesifikasi permohonan, peruntukan, 

ketersediaan bandwidth, dan IP address 

untuk konksi yang dimohonkan 

     Disposisi 30 Menit Pengarahan kepada Tim 

Teknis 

5 

Tim teknis melakukan pemeriksaan. Jika 

hasil pemeriksaan ditolak/tidak tersedia, 

maka Tim Teknis melaporkan kepada 

Ketua TIM Jaringan Intra Pemerintah dan 

membuat draft surat balasan kepada OPD 

Pemohon dan jika diterima/tersedia maka 

staf menginformasikan kepada pemohon 

untuk mengisi formulir dokumen 

kelengkapan berupa pendataan hal yang 

dimohonkan. 

     Formulir 

dokumen 

permohonan 

jaringan 

internet 

1 Hari laporan pemeriksaan 

spesifikasi 

 



6 

Tim teknis membuat koneksi sesuai 

permohonan dan memberikan alamat IP 

dengan mengacu kepada daftar pengguna 

IP jaringan dan memasukkan ke dalam 

sistem monitoring 

       laporan pemeriksaan 

spesifikasi 

7 
Tim teknis/vendor membuat berita acara 

dan laporan hasil pekerjaan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data 

assesment 

lapangan 

1-2 Jam laporan identifikasi dan 

penanganan masalah 

8 

Masalah diselesaikan oleh Tim 

teknis/vendor kemudian membuat laporan 

baik secara lisan maupun tertulis yang 

ditujukan kepada Kabid Teknologi 

Informatika melalui Ketua Tim JIP  

      1 Jam laporan identifikasi dan 

penanganan masalah 

 

 

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1132/TI/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : PENANGANAN MASALAH JARINGAN 
INDUK 

 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1.  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

3.   Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6871; 

4.   Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik; 

5. Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintah Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika; 

6.  Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali; 

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali 

2. Kepala Bidang Teknologi Informatika 
3. Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah 
4. Kemampuan Administator  
5. Kemampuan Program Data Base 

 
 
 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1. SOP- MAINTENANACE JARINGAN 

2. SOP- VIDCON  
 

1. PC, Tang Krimping, Kabel UTP, Konektor, Lan Tester 
2. ATK, Media Komunikasi, Formulir-formulir dan surat 

permohonan 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Uraian Kegiatan 

        

OPD Kepala Dinas Kabid TI 

Ketua Tim 

Jaringan 

Intra 

Pemerintah 

Tem 

Teknis 
Kelengkapan Waktu Output 

1 

OPD mengajukan surat permohonan 

koneksi jaringan internet/intranet baru 

secara lisan/tertulis/aplikasi Kantor Virtual 

kepada Diskominfos  

  

  

   Surat 

Permohonan 

2 
Kepala Dinas mendisposisikan kepada 

kepala Bidang Teknologi Informatika 

     Surat 

Permohonan 

1-2 Jam Disposisi 

3 

Kepala Bidang Teknologi Informatika 

menindaklanjuti disposisi kepada ketua 

TIM Jaringan Intra Pemerintah 

     Disposisi 1 Jam Disposisi Turunan kepada 

ketua TIM Jaringan Intra 

Pemerintahan  

4 

Ketua TIM Jaringan Intra Pemerintah 

menindaklanjuti dengan memerintahkan 

tim teknis untuk melakukan pemeriksaan 

spesifikasi permohonan, peruntukan, 

ketersediaan bandwidth, dan IP address 

untuk konksi yang dimohonkan 

     Disposisi 30 Menit Pengarahan kepada Tim 

Teknis 

5 

Tim teknis melakukan pemeriksaan. Jika 

hasil pemeriksaan ditolak/tidak tersedia, 

maka Tim Teknis melaporkan kepada 

Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah dan 

membuat draft surat balasan kepada OPD 

Pemohon dan jika diterima/tersedia maka 

staf menginformasikan kepada pemohon 

untuk mengisi formulir dokumen 

kelengkapan berupa pendataan hal yang 

dimohonkan. 

     Formulir 

dokumen 

permohonan 

jaringan 

internet 

1 Hari laporan pemeriksaan 

spesifikasi 

ya 

Tidak 



6 

Tim teknis membuat koneksi sesuai 

permohonan dan memberikan alamat IP 

dengan mengacu kepada daftar pengguna 

IP jaringan dan memasukkan ke dalam 

sistem monitoring 

       laporan pemeriksaan 

spesifikasi 

7 
Tim teknis/vendor membuat berita acara 

dan laporan hasil pekerjaan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data 

assesment 

lapangan 

1-2 Jam laporan identifikasi dan 

penanganan masalah 

8 

Masalah diselesaikan oleh Tim 

teknis/vendor kemudian membuat laporan 

baik secara lisan maupun tertulis yang 

ditujukan kepada Kabid Teknologi 

Infornatika melalui Ketua Tim Jaringan Intra 

Pemerintah 

      1 Jam laporan identifikasi dan 

penanganan masalah 

 

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1133/TI/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : FASILITAS RAPAT VIRTUAL (VIDEO 
CONVERENCE) 

 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1.  Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; 

2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

3.   Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6871; 

4.   Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik; 

5. Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintah Konkuren bidang Komunikasi dan Informatika; 

6.  Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan  
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali; 

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Provinsi Bali 

2. Kepala Bidang Teknologi Informatika 
3. Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah 
4. Tim Data Center 
5. Kepala OPD Pemohon 

 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 
1. SOP- MAINTENANACE JARINGAN 
2. SOP- VIDCON 

 
 

1. PC, Tang Krimping, Kabel UTP, Konektor, Lan Tester 
2. ATK, Media Komunikasi, Formulir-formulir dan surat 

permohonan 

 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Uraian Kegiatan 

Pelaksana Mutu Buku 

OPD Kepala Dinas 
Kabid 

Humas 
Kabid TI 

Ketua Tim 

Jaringan 

Intra 

Pemerintah 

Tim 

Teknis 
Kelengkapan Waktu Output 

1 

OPD mengajukan surat permohonan 

koneksi jaringan internet/intranet baru 

secara lisan/tertulis/aplikasi Kantor 

Virtual kepada Diskominfos  

        Surat 

Permohonan 

2 

Kepala Dinas mendisposisikan 

kepada kepala Bidang Teknologi 

Informatika 

      Surat 

Permohonan 

1-2 Jam Disposisi 

3 

Kepala Bidang Teknologi Informatika 

menindaklanjuti disposisi kepalda 

ketua TIM Jaringan Intra Pemerintah 

      Disposisi 1 Jam Disposisi Turunan 

kepada Ketua Tim 

Jaringan Intra 

Pemerintah 

4 

Ketua Tim Jatingan Intra Pemerintah 

menindaklanjuti dengan mengirimkan 

Link Rapat Virtual (Video Confrence)  

Ke OPD  

      Disposisi 30 Menit Pengarahan 

kepada Tim 

Teknis 

5 

Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah 

menindaklanjuti dengan 

memerintahkan tim teknis 

         

6 

Tim teknis melaksanakan tugas  

fasilitasi Rapat Virtual (Video 

Confrence) Pimpinan 

         



7 

Tim teknis melkaukan dokumentasi 

Rapat Virtual (Video Confrence) 

Pimpinan laporan hasil pekerjaan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   1-2 Jam laporan fasilitasi 

Rapat Virtual 

(Video Confrence) 

Pimpinan 

8 

Tim teknis membuat laporan baik 

secara lisan maupun tertulis yang 

ditujukan kepada Kabid Teknologi 

Informatika melaui ketua Tim 

Jaringan Intra Pemerintah 

       1 Jam laporan fasilitasi 

Rapat Virtual 

(Video Confrence) 

Pimpinan 

9 
Kepala Bidang TI melaporkan kepada 

Kadis fasilitasi telah terlaksana 

         

 

 

 

 

 























































































































 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1148/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : PENERIMAAN NASKAH DINAS BIASA 
MELALUI EMAIL SANAPATI 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan 

berita rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi. 

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah 

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bali. 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

1. Bertugas di Bidang Persandian di Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali;  

2. Sandiman dan/atau Kualifikasi Sandi; 

3. Mengetahui operasional email sanapati; 

4. Mengetahui tugas dan fungsi administrasi persandian 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Pengiriman Naskah Dinas Biasa Melalui Email Sanapati  1. Komputer/Laptop  
2. Naskah dinas biasa 
3. Jaringan Internet  
4. Agenda Surat Masuk 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila uraian kegiatan mengalami kendala maka Penerimaan Naskah  Dinas Biasa 
dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Pemerintah Daerah tidak tepat waktu 

Arsip naskah dinas biasa disimpan dan diamankan di dalam 
Tempat Kerja Sandi (TKS) 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : 
Penerimaan Naskah Dinas Biasa Melalui Email 

Sanapati 

2. Jenis Kegiatan : Insidentil 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian  

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Penerimaan Naskah Dinas Biasa Melalui Email Sanapati 

Langkah Awal : Sandiman/Kualifikasi Sandi menerima naskah dinas biasa dari 

email Sanapati 

Langkah Utama : Sandiman/Kualifikasi Sandi memproses dan meneruskan file 

naskah dinas ke alamat tujuan 

Langkah Akhir : Kepala Bidang Persandian melaporkan nota dinas hasil 

kegiatan kepada Kepala Dinas Kominfos 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Sandiman/Kualifikasi Sandi menerima naskah dinas biasa 

dari email Sanapati dan melaporkan penerimaan naskah 

dinas biasa kepada Kepala Bidang Persandian 

  2. Kepala Bidang Persandian melaporkan kepada Kepala 

Dinas Kominfos 

  3. Kepala Dinas Kominfos menugaskan untuk menindaklanjuti 

kepada Kepala Bidang Persandian 

  4. Kepala Bidang Persandian mendisposisikan 

Sandiman/Kualifikasi Sandi 

Langkah Utama : 5. Sandiman/Kualifikasi Sandi memproses dan meneruskan 

file naskah dinas ke alamat tujuan 

  6. Sandiman/Kualifikasi Sandi mencatat dan mengarsipkan 

serta melaporkan hasil kegiatan dengan mengajukan draft  



   nota dinas kepada Kepala Bidang Persandian 

Langkah Akhir : 7. Kepala Bidang Persandian melaporkan nota dinas hasil 

kegiatan kepada Kepala Dinas Kominfos 



SOP Penerimaan Naskah Dinas Biasa Melalui Email Sanapati 

Ruang Lingkup/Scope : Provinsi Bali 

KETERANGAN

SANDIMAN/ 

KUALIFIKASI 

SANDI

KEPALA 

BIDANG 

PERSANDIAN

KEPALA 

DINAS 

KOMINFOS

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1
Menerima naskah dinas biasa dari 

email Sanapati dan melaporkan

File Naskah 

dinas
5 Menit

Draft  nota 

dinas

2 Melaporkan
File Naskah 

dinas
1 Menit Nota dinas

3 Menugaskan untuk tindak lanjut 1 Menit

4 Menindaklanjuti 5 menit

5
Memproses dan meneruskan ke 

alamat tujuan

File Naskah 

dinas
2 Menit

File Naskah 

dinas  yang 

sudah 

diteruskan

6
Mencatat, mengarsipkan dan 

melaporkan

File Naskah 

dinas
5 Menit

Backup  di HDD 

dan draft  nota 

dinas

Input  di Yandi 

Bali

7 Melaporkan
File Naskah 

dinas
1 Menit Nota dinas

8 Selesai Nota dinas 1 Menit

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

 

Waktu Penyelesaian : 21 Menit 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1149/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : PENERIMAAN NASKAH DINAS YANG 
DIKECUALIKAN MELALUI EMAIL SANAPATI 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan 

berita rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi. 

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah 

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bali. 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

1. Bertugas di Bidang Persandian di Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali;  

2. Sandiman dan/atau Kualifikasi Sandi; 

3. Mengetahui operasional email sanapati; 

4. Mengetahui tugas dan fungsi administrasi persandian 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Pengiriman Naskah Dinas Dikecualikan Melalui Email Sanapati  1. Komputer/Laptop  
2. Naskah dinas biasa 
3. Jaringan Internet  
4. Agenda Surat Masuk 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila uraian kegiatan mengalami kendala maka Penerimaan Naskah Dinas 
Dikecualikan akan tidak tepat waktu 

Arsip naskah dinas dikecualikan disimpan dan diamankan didalam 
Tempat Kerja Sandi (TKS) 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : 
Penerimaan Naskah Dinas yang Dikecualikan 

melalui Email Sanapati 

2. Jenis Kegiatan : Insidentil 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian  

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Penerimaan Naskah Dinas Yang Dikecualikan Melalui Email 

Sanapati 

Langkah Awal : Sandiman/Kualifikasi Sandi menerima email naskah dinas yang 

dikecualikan, kemudian melaporan kepada Kepala Dinas 

Kominfos melalui Kepala Bidang Persandian 

Langkah Utama : Sandiman/Kualifikasi Sandi menerima penugasan secara 

berjenjang dari Kepala Dinas Kominfos kemudian 

menindaklanjuti apakah file naskah dinas tersebut bersifat 

rahasia atau terbatas. Jika bersifat rahasia, maka file naskah 

dinas di dekripsi terlebih dahulu. Jika bersifat terbatas maka 

langsung diteruskan ke alamat yang dituju. File naskah dinas 

dicatat dan diarsipkan 

Langkah Akhir : Kepala Dinas Kominfos menerima nota dinas laporan 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Sandiman/Kualifikasi Sandi menerima email naskah dinas 

yang dikecualikan. 

  2. Sandiman/Kualifikasi Sandi melaporkan kepada Kepala 

Bidang Persandian adanya menerima email naskah dinas 

yang dikecualikan. 

  3. Kepala Bidang Persandian melaporan kepada Kepala 

Dinas Kominfos. 

  4. Kepala Dinas Kominfos menugaskan Kepala Bidang 

Persandian untuk menindaklanjuti. 



  5. Kepala Bidang Persandian menugaskan 

Sandiman/Kualifikasi Sandi untuk menindaklanjuti. 

Langkah Utama : 6. Sandiman/Kualifikasi Sandi menindaklanjuti apakah file 

naskah dinas tersebut bersifat rahasia atau terbatas.  

  7. Jika bersifat rahasia, maka file naskah dinas didekripsi 

terlebih dahulu kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. 

Jika bersifat terbatas maka langsung diteruskan ke alamat 

yang dituju. 

  8. Sandiman/Kualifikasi Sandi mencatat dan mengarsipkan 

file naskah dinas yang dikecualikan. 

Langkah Akhir : 9. Sandiman/Kualifikasi Sandi mengajukan draft nota dinas 

laporan hasil kegiatan  kepada Kepala Bidang Persandian 

  10

. 

Kepala Bidang Persandian mengajukan nota dinas laporan 

hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kominfos 



SOP Penerimaan Naskah Dinas Biasa Melalui Email Sanapati 

Ruang Lingkup/Scope : Provinsi Bali 

N
O 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN 

SANDIMAN/ 

KUALIFIKASI 

SANDI 

KEPALA 

BIDANG 

PERSANDIAN 

KEPALA 
DINAS 

KOMINFOS 

KELENGKAP
AN 

WAKT
U 

OUTPUT 
 

1 Menerima email dan melaporkan 
 

 

 Pengantar 5 Menit 
Draft nota 

dinas 

 

2 Melaporkan  
 

 

Pengantar 1 Menit Nota dinas Tanpa isi naskah 

3 Menugaskan untuk tindak lanjut  

 

 
 1 Menit Disposisi 

 

4 Menugaskan  
 

 

 

1 menit Disposisi 

 

5 Menindaklanjuti 

 

  
File Naskah 

dinas 
5 Menit Tindaklanjuti 

 

6 Meneruskan 

 

 
  

File Naskah 
dinas 

5 Menit 
File Naskah 
dinas yang 
diteruskan 

Input di Yandi Bali 

7 Dekrispsi dan meneruskan 
 

 
 

 

File Naskah 

dinas 
5 Menit 

File Naskah 

dinas yang 

telah 

didekripsi 

 

8 
Mencatat, mengarsipkan dan 

melaporkan 

 

 
 

 
 

  
File Naskah 

dinas 
5 Menit 

Backup di 

HDD dan 

draft nota 

dinas 

file rahasia yang 

tidak didekripsi 

tidak dibackup, 

diinput di Yandi 

Bali  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahasia 

Terbatas 



N
O 

KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN 

SANDIMAN/ 

KUALIFIKASI 

SANDI 

KEPALA 

BIDANG 

PERSANDIAN 

KEPALA 
DINAS 

KOMINFOS 

KELENGKAP
AN 

WAKT
U 

OUTPUT 
 

9 Melaporkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Draft nota 

dinas 
1 Menit Nota dinas 

 

10 Selesai 

 

 

 

 
Nota dinas 1 Menit 

 
 

 

Waktu Penyelesaian : 30 Menit 

 

 

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1150/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : PENGIRIMAN NASKAH DINAS BIASA 
MELALUI EMAIL SANAPATI 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan 

berita rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi. 

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah 

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran 

Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bali. 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

1. Bertugas di Bidang Persandian di Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali;  

2. Sandiman dan/atau Kualifikasi Sandi; 

3. Mengetahui operasional email sanapati; 

4. Mengetahui tugas dan fungsi administrasi persandian 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Penerimaan Naskah Dinas Biasa Melalui Email Sanapati  1. Komputer/Laptop  
2. Naskah dinas biasa 
3. Jaringan Internet  
4. Agenda Surat Keluar 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila Uraian Kegiatan mengalami kendala maka Pengiriman Naskah Dinas Biasa 
akan tidak tepat waktu 

Arsip naskah dinas biasa disimpan dan diamankan didalam Tempat 
Kerja Sandi (TKS) 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : 
Pengiriman Naskah Dinas Biasa Melalui Email 

Sanapati 

2. Jenis Kegiatan : Insidentil 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian  

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Pengiriman Naskah Dinas Biasa Melalui Email Sanapati 

Langkah Awal : Pemohon mengirimkan permohonan dan file naskah dinas, 

Kadis Kominfos menerima dan menugaskan 

Sandiman/Kualifikasi Sandi melalui Kepala Bidang Persandian 

dan Sub Koordinator Unit Substansi Layanan Persandian 

Langkah Utama : Sandiman/Kualifikasi Sandi menerima disposisi kemudian 

mengirim, mencatat serta mengarsipkan file naskah dinas 

Langkah Akhir : Kepala Dinas Kominfos menerima nota dinas laporan dan 

meneruskan ke Pemohon 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Pemohon mengirimkan permohonan dan file naskah dinas 

  2. Kepala Dinas Kominfos menerima permohonan dan file 

naskah dinas, kemudian mendisposisikan kepada Kepala 

Bidang Persandian 

  3. Kepala Bidang Persandian menugaskan 

Sandiman/Kualifikasi Sandi untuk menindaklanjuti 

Langkah Utama : 4. Sandiman/Kualifikasi Sandi mengirim file naskah dinas 

melalui email Sanapati 

  5. Sandiman/Kualifikasi Sandi mencatat dan mengarsipkan 

file naskah dinas serta menyampaikan draft nota dinas 

laporan kegiatan kepada Kepala Bidang Persandian 



Langkah Akhir : 6. Kepala Bidang Persandian menyampaikan nota dinas 

laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Kominfos 

  7. Pemohon menerima nota dinas hasil kegiatan dari Kepala 

Dinas Kominfos 



SOP Pengiriman Naskah Dinas Biasa Melalui Email Sanapati 

Ruang Lingkup/Scope : Provinsi Bali 

KETERANGAN

PEMOHON

KEPALA 

DINAS 

KOMINFOS

KEPALA 

BIDANG 

PERSANDIAN

SANDIMAN/ 

KUALIFIKASI 

SANDI

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Mengirimkan permohonan

Permohonan 

dan File 

Naskah Dinas

5 Menit

Permohonan dan 

File Naskah 

Dinas pada 

Email  Sanapati

2
Menerima dan 

mendisposisi

File Naskah 

dinas
1 Menit Disposisi

3 Menugaskan 

Disposisi dan 

File Naskah 

Dinas

1 Menit Disposisi

4 Mengirimkan
File Naskah 

dinas
3 menit

File Naskah 

dinas di Sanapati

5
Mencatat, mengarsipkan 

dan melaporkan

File Naskah 

dinas
5 Menit

Backup  di HDD 

dan draf t nota 

dinas

6 Melaporkan
File Naskah 

dinas
1 Menit Nota dinas

7 Menerima Laporan
File Naskah 

dinas
1 Menit Nota dinas

8 Selesai Nota dinas 1 Menit

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

 
Waktu Penyelesaian : 18 Menit 

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1151/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : PENGIRIMAN NASKAH DINAS YANG 
DIKECUALIKAN MELALUI EMAIL 
SANAPATI 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan 
berita rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi. 

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah 

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran 
Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali. 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

1. Bertugas di Bidang Persandian di Dinas Komunikasi 
Informatika dan Statistik Provinsi Bali;  

2. Sandiman dan/atau Kualifikasi Sandi; 
3. Mengetahui operasional email sanapati; 
4. Mengetahui tugas dan fungsi administrasi persandian 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Penerimaan Naskah Dinas Dikecualikan Melalui Email Sanapati  
 

1. Komputer/Laptop  
2. Naskah dinas biasa 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Apabila uraian kegiatan mengalami kendala Maka Pengiriman Naskah Dinas 
Dikecualikan akan tidak tepat waktu 

Arsip naskah dinas dikecualikan disimpan dan diamankan didalam 
Tempat Kerja Sandi (TKS) 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : 
Pengiriman Naskah Dinas yang Dikecualikan 

melalui Email Sanapati 

2. Jenis Kegiatan : Insidentil 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian  

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Pengiriman Naskah Dinas yang Dikecualikan melalui Email 

Sanapati 

Langkah Awal : Pemohon mengirimkan permohonan dan file naskah dinas 

Langkah Utama : Sandiman/Kualifikasi Sandi menerima penugasan secara 

bertingkat dari Kepala Dinas Kominfos kemudian 

menindaklanjuti apakah file naskah dinas tersebut bersifat 

rahasia atau terbatas. Jika bersifat rahasia, maka file naskah 

dinas di enkripsi terlebih dahulu kemudian diteruskan. Jika 

bersifat terbatas maka langsung diteruskan ke alamat yang 

dituju. File naskah dinas dicatat dan diarsipkan 

Langkah Akhir : Kepala Dinas Kominfos menerima laporan hasil kegiatan 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Pemohon mengirimkan permohonan dan file naskah dinas. 

  2. Kepala Dinas Kominfos menerima dan mendisposisikan. 

  
3. 

Kepala Bidang Persandian menerima disposisi dan 

menugaskan Sandiman/Kualifikasi Sandi. 

Langkah Utama : 
4. 

Sandiman/Kualifikasi Sandi menindaklanjuti apakah file 

naskah dinas tersebut bersifat rahasia atau terbatas. 

  
5. 

Jika bersifat rahasia, maka file naskah dinas dienkripsi 

terlebih dahulu kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. 

  6. Jika bersifat terbatas maka langsung diteruskan ke alamat 



yang dituju. 

  
7. 

Sandiman/Kualifikasi Sandi mencatat dan mengarsipkan 

file naskah dinas. 

Langkah Akhir : 

8. 

Sandiman/Kualifikasi Sandi melaporkan hasil kegiatan 

dengan mengajukan draft nota dinas kepada Kepala 

Bidang Persandian. 

  

9. 

Kepala Bidang Persandian melaporkan hasil kegiatan 

dengan mengajukan nota dinas kepada Kepala Dinas 

Kominfos. 

  10. Kepala Dinas Kominfos menerima laporan hasil kegiatan. 



SOP Pengiriman Naskah Dinas Dikecualikan Melalui Email Sanapati 

Ruang Lingkup/Scope : Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA 
MUTU BAKU KETERANG

AN 

PEMOHON 
KEPALA DINAS 

KOMINFOS 

KEPALA 

BIDANG 

PERSANDIAN 

SANDIMAN/ 
KUALIFIKASI 

SANDI 
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 

 

1 Mengirimkan permohonan 
 

 

 

 

Permohonan dan 

File Naskah Dinas 
5 Menit 

Permohonan dan 
File Naskah 

Dinas pada Email 
Sanapati 

 

2 
Menerima dan 

mendisposisi 
 

 

  

File Naskah dinas 1 Menit Disposisi 

 

3 Menugaskan    
 

 
Disposisi dan File 

Naskah Dinas 
1 Menit 

 
Disposisi 

 

4 Menindaklanjuti    

 

File Naskah dinas 3 menit  

 

5 Enkripsi dan Meneruskan    
 

File Naskah dinas 5 Menit 
File Naskah 
Dinas yang 
terenkripsi 

 

6 Meneruskan   

 

 
File Naskah dinas 1 Menit Laporan 

Dicatat di 
Yandi Bali 

7 
Mencatat dan 

Mengarsipkan 
  

 

  
File Naskah dinas 1 Menit Backup di HDD 

 

8 Melaporkan   

 

 
 

 

 

Draft nota dinas 1 Menit Draft nota dinas 

 

Terbatas 

Rahasia 



 

9 Menginformasikan  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Draft nota dinas 1 Menit Draft nota dinas 

 

10 Selesai 

 

 

 

 

 

Nota dinas 1 Menit 
 

 

 

Waktu Penyelesaian : 20 Menit 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1152/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : LUPA/RESET PASSPHRASE  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

2. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan 
Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 277); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bahwa untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta 
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik. 

5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786); 

6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

1. PNS yang bertugas di Bidang Persandian untuk Verifikator 
Pemprov Bali; 

2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer; 
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 



Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 907); 

7. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan 
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2017 Nomor 93); 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

- 
 

1. Komputer/Laptop/Notebook/Gawai digital lainnya; 
2. Email resmi Baliprov. 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

SOP tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana 
pendukung. 

Pemohon yang lupa/reset passphrase . 

 

 

 

 

 

  

 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : Lupa/Reset Passphrase  Sertifikat Elektronik 

2. Jenis Kegiatan : Insidentil 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian 

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Pemerintah Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Lupa/Reset Passphrase  Sertifikat Elektronik 

Langkah Awal : Pemohon mengajukan surat permohonan fasilitasi lupa 

passphrase  yang telah disetujui Eselon II Instansi Pemohon ke 

Kepala Dinas Kominfos yang mana Kepala Dinas Kominfos 

menugaskan Verifikator Pemprov Bali secara berjenjang melalui 

Kepala Bidang Persandian untuk ditindaklanjuti 

Langkah Utama : Verifikator memproses lupa/reset passphrase  dengan memilih 

aksi lupa/reset passphrase  pemohon kemudian pemohon 

menerima email yang berisi link untuk reset passphrase  

Langkah Akhir : Pemohon melakukan set passphrase  baru 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Pemilik SE mengajukan permohonan fasilitasi lupa 

passphrase  ke Verifikator Pemprov Bali 

Langkah Utama : 2. Verifikator Pemprov Bali memproses lupa/reset 

passphrase  dengan memilih aksi reset passphrase  

pemohon melalui AMS 

  3. BSrE mengirimkan email ke pemohon yang berisi link 

untuk reset passphrase  

Langkah Akhir : 4. Pemohon melakukan set passphrase  baru 



SOP Lupa/Reset Passphrase Sertifikat Elektronik 

Ruang Lingkup/Scope : Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN 

PEMILIK SE 
VERIFIKATOR 

PEMPROV BALI BSrE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 
 

1 

Mengajukan permohonan fasilitasi 

lupa passphrase  ke Verifikator 

Pemprov Bali 
 

  Email baliprov 

 
5 Menit 

Data email 

baliprov 

 

2 

Memproses lupa/reset passphrase  

dengan memilih aksi reset passphrase  

pemohon melalui AMS 

 
 

 Email baliprov dan AMS 

 

5 Menit 
Permohona

n berhasil 

di-submit 

 

3 
Mengirimkan email ke pemohon yang 

berisi link untuk reset passphrase  
  

 
Link reset passphrase 

 

1 Menit 

Email yang 

berisi link 

set 

passphrase 

 

4 Melakukan set passphrase  baru 

 

 
  Passphrase baru 

 

5 Menit 
Passphrase 

berhasil di-

reset 

 

5 Selesai 
 

     

 

 

Waktu Penyelesaian : 16 Menit 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1153/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Permohonan Penerbitan Sertifikat 
Elektronik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

2. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan 
Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 277); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bahwa untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta 
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik. 

5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786); 

6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

1. PNS yang bertugas di Bidang Persandian untuk Verifikator 
Pemprov Bali; 

2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer; 
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 



Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 907); 

7. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan 
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2017 Nomor 93); 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

- 
 

1. Komputer/Laptop/Notebook/Gawai digital lainnya; 
2. Email resmi Baliprov; 
3. KTP pemohon. 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

SOP tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana 
pendukung. 

Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik. 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik 

2. Jenis Kegiatan : Insidentil 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian 

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Pemerintah Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik 

Langkah Awal : Kepala Dinas Kominfos menerima Surat Permohonan Penerbitan 

Sertifikat Elektronik dan mendisposisikan ke Kepala Bidang 

Persandian untuk tindak lanjut 

Langkah Utama : Verifikator Pemprov Bali mendaftarkan pemohon melalui Aplikasi 

Manajemen Sertifikat (AMS) sampai pemohon menerima email 

notifikasi penerbitan Sertifikat Elektronik berhasil dan melaporkan 

status penerbitan ke Verifikator Pemprov Bali 

Langkah Akhir : Verifikator Pemprov Bali mengecek status Sertifikat Elektronik yang 

sudah berhasil diterbitkan dan melaporkan hasil kegiatan 

penerbitan Sertifikat Elektronik secara berjenjang ke Kepala Dinas 

Kominfos 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Kepala Dinas Kominfos menerima Surat Permohonan 

Penerbitan Sertifikat Elektronik dan mendisposisikan ke 

Kepala Bidang Persandian untuk tindak lanjut 

  2. Kepala Bidang Persandian menerima dan mendisposisikan ke 

Verifikator Pemprov Bali untuk ditindaklanjuti 

Langkah Utama : 3. Verifikator Pemprov Bali mendaftarkan pemohon dengan 

mengisi data identitas pemohon melalui Aplikasi Manajemen 

Sertifikat (AMS) ke BSrE 

 : 4. BSrE  mengirimkan email Aktivasi Akun AMS ke pemohon 

  5. Pemohon melakukan aktivasi akun AMS dengan mengisi data 

di aplikasi AMS melalui URL yang ada di email Aktivasi Akun   

  6. BSrE akan mengirimkan email Informasi Akun AMS dan email 

Set Passphrase ke pemohon 

  7. Pemohon melakukan set Passphrase melalui link yang 

diterima pada email Set Passphrase ke BSrE 



  8. Penerbitan Sertifikat Elektronik oleh BSrE 

  9. Pemohon menerima email notifikasi penerbitan Sertifikat 

Elektronik berhasil dan melaporkan status penerbitan ke 

Verifikator Pemprov Bali 

  10. Verifikator Pemprov Bali mengecek status Sertifikat Elektronik 

yang sudah berhasil diterbitkan dan melaporkan hasil 

kegiatan penerbitan Sertifikat Elektronik ke Kepala Bidang 

Persandian 

Langkah Akhir : 11. Kepala Bidang Persandian melaporkan hasil kegiatan 

penerbitan Sertifikat Elektronik ke Kepala Dinas Kominfos 

 :

: 

12. Kepala Dinas Kominfos menerima laporan hasil kegiatan 

penerbitan Sertifikat Elektronik 



SOP Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik 

Ruang Lingkup/Scope : Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA 
MUTU BAKU KETERAN

GAN 

KEPALA 

DINAS 

KOMINFOS 

KABID 

PERSANDIAN 

VERIFIKATOR 

PEMPROV 

BALI 
BSrE PEMOHON 

KELENGKAPA
N 

WAKTU OUTPUT 
 

1 

Menerima Surat Permohonan 

Penerbitan Sertifikat Elektronik 

dan mendisposisikan ke Kepala 

Bidang Persandian untuk tindak 

lanjut 

 

 

   

Surat 

Permohonan dan 

data pemohon 

 
5 Menit 

 
Lembar 
disposisi 

 

2 

Menerima dan mendisposisikan 

ke Verifikator Pemprov Bali 

untuk ditindaklanjuti 

 
 

 

  

 

Surat 

Permohonan dan 

data pemohon 

 

5 Menit 

 

Lembar 
disposisi 

 

3 

Mendaftarkan pemohon dengan 

mengisi data identitas pemohon 

melalui Aplikasi Manajemen 

Sertifikat (AMS) ke BSrE 

  
 

 

 

Data pemohon 

yang sudah 

masuk AMS 

 

5 Menit 

Email ke 
pemohon 

tentang aktivasi 
Akun AMS 

 

4 
Mengirimkan email Aktivasi 

Akun AMS ke pemohon 
   

 
 

Email ke 

pemohon 

tentang aktivasi 

Akun AMS 

 

1 Menit 

Email ke 
pemohon 

tentang aktivasi 
Akun AMS 

 

5 

Melakukan aktivasi akun AMS 

dengan mengisi data di aplikasi 

AMS melalui URL yang ada di 

email Aktivasi Akun   

    
 

Email aktivasi 

akun dan data 

identitas lengkap 

pemohon 

5 Menit 

Data identitas 

lengkap 

pemohon masuk 

AMS 

 

6 

Mengirimkan email Informasi 

Akun AMS dan email Set 

Passphrase ke pemohon 

   

 

 
 

 

 

 

 Informasi Akun 

AMS dan link Set 

Passphrase 
1 Menit 

Email Informasi 
Akun AMS dan 

email Set 
Passphrase  

 



7 

Melakukan set Passphrase 

melalui link yang diterima pada 

email Set Passphrase ke BSrE 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Passphrase 5 Menit 

Passphrase 
pemohon yang 
sudah masuk 

sistem 

 

8 
Penerbitan Sertifikat Elektronik 

oleh BSrE 

 

 

 

 
 

   
 

 
Sertifikat 
Elektronik 
pemohon 

1 Menit 

Email Notifikasi 
Sertifikat 

Elektronik yang 
sudah berhasil 

diterbitkan 

Melapork
an via 

telpon/ch
at 

9 

Menerima email notifikasi 

penerbitan Sertifikat Elektronik 

berhasil dan melaporkan status 

penerbitan ke Verifikator 

Pemprov Bali 

    
 

Email 
Notifikasi 

Penerbitan 
Sertifikat 
Elektronik 
Berhasil 

1 Menit 

Sertifikat 
Elektronik yang 

sudah bisa 
digunakan 

Input 
laporan 
di Yandi 

Bali 

10 

Mengecek status Sertifikat 

Elektronik yang sudah berhasil 

diterbitkan dan melaporkan 

hasil kegiatan penerbitan 

Sertifikat Elektronik ke Kepala 

Bidang Persandian 

  
 

  AMS 5 Menit Draft nota dinas 

 

11 

Melaporkan hasil kegiatan 

penerbitan Sertifikat Elektronik 

ke Kepala Dinas Kominfos 

 
 

   Nota dinas 5 Menit Nota dinas 

 

12 

Menerima laporan hasil 

kegiatan penerbitan Sertifikat 

Elektronik 

 
 

 
    Nota dinas     

 

13 Selesai 
 

       

 

 

Waktu Penyelesaian : 39 Menit 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN UNIT SUBSTANSI LAYANAN PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1154/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : LAYANAN PERMOHONAN SSL DARI 
PERANGKAT DAERAH 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

2. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6400); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan 
Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 277); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)  

5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem 
Pengamanan Dalam Penyelenggaraan sistem Elektronik (Berita Negara 
Republik Indonensia Tahun 2020 Nomor 1375); 

6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik 

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer; 
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 



Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786); 
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 907); 

9. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan 
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2017 Nomor 93); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

 

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

SOP Layanan Vulnerability Assessment (VA) Mandiri  1. Komputer/Laptop/Notebook/Gawai digital lainnya; 
2. Email Baliprov; 
3. Surat Permohonan SSL; 
4. File Sertifikat SSL; 
5. Form Tanda Terima. 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

SOP tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana 
pendukung. 

Permohonan SSL dari Perangkat Daerah. 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : Layanan Permohonan SSL dari Perangkat Daerah 

2. Jenis Kegiatan : Insidentil 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian  

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Pemerintah Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Permohonan SSL dari Perangkat Daerah 

Langkah Awal : Kepala Perangkat Daerah mengajukan Surat Permohonan SSL 

kepada Kepala Dinas Kominfos. Kepala Dinas Kominfos 

menerima Surat Permohonan SSL dan menugaskan Kepala 

Bidang Persandian untuk ditindaklanjuti 

Langkah Utama : Staf Teknis memberikan File Sertifikat SSL dan Form Tanda 

Terima ke Perangkat Daerah melalui email Baliprov 

Langkah Akhir : JF/Staf Teknis Perangkat Daerah menerima, memasang dan 

mengelola File Sertifikat SSL pada web / aplikasi yang dikelola 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Kepala Perangkat Daerah mengajukan Surat Permohonan 

SSL kepada Kepala Dinas Kominfos 

  2. Kepala Dinas Kominfos menerima Surat Permohonan SSL 

dan mendisposisikan ke Kepala Bidang Persandian untuk 

tindak lanjut 

  3. Kepala Bidang Persandian menerima dan mendisposisikan 

ke JF/Staf Teknis Bidang Persandian untuk ditindaklanjuti 

Langkah Utama : 4. JF/Staf Teknis Bidang Persandian memberikan File Sertifikat 

SSL dan Form Tanda Terima ke Perangkat Daerah melalui 

email Baliprov 

  5. JF/Staf Teknis Perangkat Daerah menerima, memasang dan 

mengelola File Sertifikat SSL pada web / aplikasi yang 

dikelola 

Langkah Akhir : 6. JF/Staf Teknis Bidang Persandian menerima Form Tanda 

Terima yang sudah di TTD dan melaporkan hasil kegiatan 

layanan permohonan SSL ke Kepala Bidang Persandian 

  7. Kepala Bidang Persandian  melaporkan hasil kegiatan 



layanan permohonan SSL ke Kepala Dinas Kominfos 

  8. Kepala Dinas Kominfos menerima laporan hasil kegiatan 

layanan permohonan SSL 



SOP Layanan Permohonan SSL dari Perangkat Daerah 

Ruang Lingkup/Scope : Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN 

KEPALA 
PERANGKAT 

DAERAH 

KEPALA DINAS 
KOMINFOS 

KEPALA 
BIDANG 

PERSANDIAN 

JF/STAF 
TEKNIS 
BIDANG 

PERSANDIAN 

JF/STAF TEKNIS 
PERANGKAT 

DAERAH KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT  

1 
Mengajukan Surat 
Permohonan SSL kepada 
Kepala Dinas Kominfos  

 

   Surat Permohonan 

 
5 Menit 

 
Lembar 
disposisi 

 

2 

Menerima Surat Permohonan 
SSL dan mendisposisikan ke 
Kepala Bidang Persandian 
untuk tindak lanjut 

 
 

 

  

 
Surat Permohonan 

dan lembar disposisi 

 
5 Menit 

 
Lembar 
disposisi 

 

3 

Menerima dan 
mendisposisikan ke JF/Staf 
Teknis Bidang Persandian 
untuk ditindaklanjuti 

  
 

 

 
Surat Permohonan 

dan lembar disposisi 

 
5 Menit 

File Sertifikat 
SSL dan 

Form Tanda 
Terima 

 

4 

Memberikan File Sertifikat SSL 
dan Form Tanda Terima ke 
JF/Staf Teknis Perangkat 
Daerah melalui email Baliprov 

   
 

 
File Sertifikat SSL, 

Form Tanda Terima 
dan email baliprov 

 
5 Menit 

File Sertifikat 
SSL dan 

Form Tanda 
Terima 

File Sertifikat 
SSL diberikan 
setelah 
dilakukan VA 

5 

Menerima, memasang dan 
mengelola File Sertifikat SSL 
pada web / aplikasi yang 
dikelola serta mengirimkan 
Form Tanda Terima yang 
sudah di TTD 

    
 

File Sertifikat SSL, 
Form Tanda Terima 
dan email baliprov 

5 Menit 

Form Tanda 
Terima yang 

sudah di 
TTD 

 

6 

Menerima Form Tanda Terima 
yang sudah di TTD dan 
melaporkan hasil kegiatan 
layanan permohonan SSL ke 
Kepala Bidang Persandian 

  

 

 
 

Form Tanda Terima 
yang sudah di TTD 
dan draft nota dinas 

5 Menit Nota dinas 

 

7 
Melaporkan hasil kegiatan 
layanan permohonan SSL ke 
Kepala Dinas Kominfos 

  

 

 
 

 

  Nota dinas 5 Menit Nota dinas 

 



8 
Menerima laporan hasil 
kegiatan layanan permohonan 
SSL 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Nota dinas 5 Menit  

 

9 Selesai  
 

 

 

    

 

 

Waktu Penyelesaian : 40 Menit 

 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1145/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : LAYANAN PENGACAK SINYAL 
(JAMMER) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan 
berita rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi; 

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali; 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

1. Bertugas di Bidang Persandian di Dinas Komunikasi 
Informatika dan Statistik  Provinsi Bali; 

2. Memahami penggunaan peralatan pengacak sinyal (Jammer); 
3. Mampu mengoperasikan peralatan pengacak sinyal (Jammer). 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

- 

 
1. Peralatan pengacak sinyal (Jammer); 
2. Tool kits.   

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

Pengoperasian pengacak sinyal (Jammer) dapat mengakibatkan semua sinyal 
komunikasi terputus dalam radius peralatan. 

Riwayat pelayanan pengacak sinyal (Jammer) 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : Layanan Pengacak Sinyal (Jammer) 

2. Jenis Kegiatan : Insidentil 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian 

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Layanan Pengacak Sinyal (Jammer) 

Langkah Awal : Kepala Dinas Kominfos menerima permintaan dari K/L/D/I 

selanjutnya menugaskan Operator Jammer melalui Kepala 

Bidang Persandian. 

Langkah Utama : Operator Jammer melaksanakan kegiatan pengacak sinyal 

(Jammer) 

Langkah Akhir : Kepala Dinas Kominfos menerima laporan hasil kegiatan. 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Kadis Kominfos menerima permintaan dari K/L/D/I yang 

selanjutnya mendisposisi ke Kepala Bidang Persandian 

  2. Kepala Bidang Persandian menugaskan Operator 

Jammer 

Langkah Utama : 3. Operator Jammer menyiapkan dan melaksanakan 

kegiatan pengacak sinyal (Jammer) serta pelaporan 

Langkah Akhir : 4. Operator Jammer melaporkan hasil kegiatan ke Kepala 

Bidang Persandian 

  5. Kepala Bidang Persandian melaporkan hasil kegiatan ke 

Kadis Kominfos 

  6. Kepala Dinas Kominfos menerima laporan hasil kegiatan. 



SOP LAYANAN PENGACAK SINYAL (JAMMER)       

Ruang Lingkup/Scope : Provinsi Bali              

NO KEGIATAN 

PELAKSANA  MUTU BAKU Ket 

KEPALA 
DINAS 

KOMINFOS 

KEPALA 
BIDANG 

PERSANDIAN 

OPERATOR 
JAMMER 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT  

 1 

Menerima permintaan dari 
K/L/D/I yang selanjutnya 
mendisposisi ke Kepala 
Bidang Persandian 

 

  
Surat 

permohonan 
5 Menit 

Lembar 
disposisi dan 
surat tugas 

  

2 Menerima Disposisi    
Surat 

permohonan 
 

Lembar 
disposisi 

 

3 
Menugaskan Operator 
Jammer 

  

 
Surat 

Permohonan, 
Surat Tugas 

5 Menit 
Lembar 
disposisi 

  

4 

Menyiapkan dan 
melaksanakan kegiatan 
pengacak sinyal (Jammer) 
serta pelaporan 

 

 

 

Surat 
Permohonan, 
Surat Tugas 

5 Menit 
Lembar 
disposisi 

  

5 Melaporkan hasil kegiatan 

 

 
 

Surat 
Permohonan, 
Surat Tugas, 

peralatan 
Jammer, toolkit 
dan Yandi Bali 

240 menit 
Laporan 
kegiatan 

Input laporan 
di Yandi Bali 

6 
Menerima Laporan hasil 
kegiatan 

 

  
Laporan 
kegiatan 

5 Menit 
Draft nota 

dinas 
  



8 Selesai 

 

    
 Nota dinas 
dan laporan 

kegiatan 
  

         

 Waktu penyelesaian : 4 jam 25 menit (waktu menyesuaikan)       
 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1146/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : LAYANAN KONTRA PENGINDERAAN 
(KP) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang pengamanan 
berita rahasia melalui proses persandian dan telekomunikasi; 

3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran 
Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Bali; 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

1. Sandiman BSSN;  
2. Sandiman Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi 

Bali. 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

- 1. Laptop 
2. Spectrum Analyzer 
3. Detector bahan elektronik 
4. Jaringan internet  

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

- Berita Acara dan laporan teknis bersifat rahasia dan tersimpan di kamar 
sandi 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : Layanan Kontra Penginderaan (KP) 

2. Jenis Kegiatan : Rutin / Berkala 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian  

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Pemerintah Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Pelayanan Kontra Penginderaan (KP) 

Langkah Awal : Kadis Kominfos mengirimkan permohonan kegiatan kontra 

penginderaan ke BSSN 

Langkah Utama : BSSN membalas surat kemudian mengirimkan Tim untuk 

melakukan kontra penginderaan di Pemerintah Provinsi Bali 

Langkah Akhir : Sandiman BSSN melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala 

Dinas Kominfos dan selanjutnya di laporkan kepada pimpinan 

pemilik ruangan lokasi KP 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Kadis Kominfos mengirimkan surat permohonan kontra 

penginderaan ke BSSN 

Langkah Utama : 2. BSSN membalas dengan memberikan jadwal 

pelaksanaan serta tim kontra penginderaan 

  3. Sandiman BSSN melaksanakan Kontra Penginderaan 

sesuai jadwal pelaksanaan 

  4. Sandiman BSSN melaporkan hasil teknis kegiatan kontra 

penginderaan kepada Kadis Kominfos beserta Berita 

Acara nya 

Langkah Akhir : 5. Kadis Kominfos mengirim hasil kegiatan kontra 

penginderaan kepada pimpinan/pemilik ruangan lokasi KP 



SOP Layanan Kontra Penginderaan (KP) 

Ruang Lingkup/Scope : Pemerintah Provinsi Bali 

NO KEGIATAN 

PELAKSANA 
MUTU BAKU KETERANG

AN 

KEPALA DINAS 
KOMINFOS 

PROVINSI BALI 
BSSN TIM KP 

PIMPINAN 
DAERAH/KEPA

LA OPD 

KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT 
 

1 
Mengajukan permohonan 

kegiatan kontra penginderaan  

 

  
draft surat 

permohonan 
5 Menit 

surat 
permohonan 

  

2 

Menerima surat, menjawab 

surat dengan memberikan 

jadwal dan anggota tim KP 

 
 

 

 
surat 

permohonan 24 jam 
surat 

jawaban 
  

3 
Melaksanakan tugas KP dan 

melaporkan hasil kegiatan KP 

 

 
 

 surat tugas 120 Menit 
Laporan 

teknis hasil 
kegiatan 

 

4 Mengirim hasil kegiatan KP 
 

 

  
Laporan hasil 

kegiatan 5 Menit Nota Dinas  

5 Selesai    
  

     

 

Waktu Penyelesaian : 26 Jam 10 Menit 



 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

BIDANG PERSANDIAN UNIT SUBSTANSI LAYANAN PERSANDIAN 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1147/SANDI/D.KOMINFOS 

TGL. 
PEMBUATAN 

: 
31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : PENCABUTAN SERTIFIKAT 
ELEKTRONIK 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 

2. Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan 
Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 277); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bahwa untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta 
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem 
pemerintahan berbasis elektronik. 

5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1786); 

6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

1. PNS yang bertugas di Bidang Persandian untuk Verifikator 
Pemprov Bali; 

2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkan komputer; 
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. 



Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 907); 

7. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan 
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2017 Nomor 93); 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali. 

 
 
 
  

 

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

- 1. Komputer/Laptop/Notebook/Gawai digital lainnya; 
2. Email resmi Baliprov; 
3. SK Mutasi/SK Pensiun pemilik Sertifikat Elektronik. 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

SOP tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan prasarana 
pendukung. 

Pemohon yang Sertifikat Elektroniknya sudah dicabut. 



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS 
 

A. DATA KEGIATAN 

1. Judul SOP : Pencabutan Sertifikat Elektronik 

2. Jenis Kegiatan : Insidentil 

3. Penanggung Jawab :  

 a. Produk : Bidang Persandian 

 b. Kegiatan : Bidang Persandian 

4. Scope/ruang lingkup : Pemerintah Provinsi Bali 

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN 

Judul Kegiatan : Pencabutan Sertifikat Elektronik 

Langkah Awal : Verifikator Pemprov Bali memonitoring Status Pemegang 

Sertifikat Elektronik 

Langkah Utama : Verifikator Pemprov Bali memproses pencabutan dengan 

memilih aksi pencabutan kemudian Sertifikat Elektronik dicabut 

oleh BSrE 

Langkah Akhir : Verifikator Pemprov Bali mengecek status Sertifikat Elektronik 

yang sudah berhasil dicabut dan melaporkan hasil kegiatan 

pencabutan Sertifikat Elektronik secara berjenjang ke Kepala 

Dinas Kominfos 

C. IDENTIFIKASI LANGKAH 

Langkah Awal : 1. Verifikator Pemprov Bali memonitoring Status Pemegang 

Sertifikat Elektronik dan melaporkan ke Kepala Bidang 

Persandian 

  2. Kepala Bidang Persandian menerima laporan status 

Pemegang Sertifikat Elektronik yang akan dicabut dan 

menugaskan Verifikator Pemprov Bali untuk ditindaklanjuti 

Langkah Utama : 3. Verifikator Pemprov Bali memproses pencabutan dengan 

memilih aksi pencabutan ke BSrE 

 : 4. BSrE mencabut Sertifikat Elektronik pemohon  

Langkah Akhir : 5. Verifikator Pemprov Bali mengecek status Sertifikat 

Elektronik yang sudah berhasil dicabut dan melaporkan 

hasil kegiatan pencabutan Sertifikat Elektronik ke Kepala 



Bidang Persandian 

  6. Kepala Bidang Persandian melaporkan hasil kegiatan 

pencabutan Sertifikat Elektronik ke Kepala Dinas 

Kominfos 

  7. Kepala Dinas Kominfos menerima laporan hasil kegiatan 

penerbitan Sertifikat Elektronik 



SOP Pencabutan Sertifikat Elektronik 

Ruang Lingkup/Scope : Pemerintah Provinsi Bali 

KETERANGAN

KEPALA 

DINAS 

KOMINFOS

KABID 

PERSANDIAN

VERIFIKAT

OR 

PEMPROV 

BALI

BSrE KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1

Memonitoring Status Pemegang Sertif ikat 

Elektronik dan melaporkan ke Kepala Bidang 

Persandian

SK Mutasi/SK 

Pensiun
5 Menit

Daftar pemegang 

Sertif ikat 

Elektronik yang 

akan dicabut

2

Menerima laporan status Pemegang Sertif ikat 

Elektronik yang akan dicabut dan menugaskan 

Verif ikator Pemprov Bali untuk ditindaklanjuti

Daftar pemegang 

Sertif ikat Elektronik 

yang akan dicabut

5 Menit

Daftar pemegang 

Sertif ikat 

Elektronik yang 

akan dicabut

3
Memproses pencabutan dengan memilih aksi 

pencabutan

Daftar pemegang 

Sertif ikat Elektronik 

yang akan dicabut

5 Menit

Permohonan 

berhasil di 

submit

4 Mencabut Sertif ikat Elektronik pemohon 
Permohonan 

Pencabutan SE
1 Menit

Sertif ikat 

Elektronik yang 

sudah dicabut

5

Mengecek status Sertif ikat Elektronik yang sudah 

berhasil dicabut dan melaporkan hasil kegiatan 

pencabutan Sertif ikat Elektronik ke Kepala 

Bidang Persandian

AMS 10 Menit Draft nota dinas

6
Melaporkan hasil kegiatan penerbitan Sertif ikat 

Elektronik ke Kepala Dinas Kominfos
Nota dinas 5 Menit Nota dinas

7
Menerima laporan hasil kegiatan penerbitan 

Sertif ikat Elektronik
Nota dinas

8 Selesai

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

 

Waktu Penyelesaian : 31 Menit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

TIM KERJA PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS STATISTIK 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1161/STAT/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, 
Analisis dan Diseminasi Data Statistik 
Sektoral 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah  

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Satu Data Indonesia 
Tingkat Provinsi 

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki kemampuan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 
diseminasi data statistik sektoral 

2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengumpulan, 
pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral 

3. Mengetahui mekanisme sistem dan prosedur Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Tim  
2. SOP Membangun Metadata Statistik Sektoral 
3. SOP Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 

 

1. Rencana dan Program Kerja Tim  
2. Daftar Data dan Aplikasi Pengumpulan Data Sektoral 
3. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP) KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Dinas Kepala Bidang

Jabatan 

Fungsional/  

Ketua Tim 

Kerja

Tim Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik 

Sektoral

Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan Kepala Bidang untuk menyusun draft Surat Keputusan 

Tim Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik 

Sektoral
Disposisi 10 menit

2 Menugaskan Ketua Tim Kerja  untuk menyusun draft Surat Keputusan 

Tim Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik 

Sektoral

Disposisi 10 menit

3 Menyusun draft Surat Keputusan Tim Pengumpulan, Pengolahan, 

Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral untuk selanjutnya 

dikoreksi Kepala Bidang
1 hari Draft SK

4 Mengkoreksi draft Surat Keputusan Tim Analisis Pengolahan Data 

Statistik Daerah untuk selanjutnya melakukan harmonisasi di Biro 

Hukum Setda Provinsi Bali dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

14 hari Draft SK

5 Menandatangani Surat Keputusan Tim Pengumpulan, Pengolahan, 

Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan memerintahkan 

Kepala Bidang untuk melakukan koordinasi Tim Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Draft SK, Disposisi 10 menit SK final

6 Memerintahkan Ketua Tim untuk melaksanakan rapat koordinasi 

dengan Tim Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral
Disposisi 10 menit

7 Membuat undangan rapat koordinasi Tim Pengumpulan, Pengolahan, 

Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 
1 hari Draft Undangan

8 Mengkoreksi undangan rapat koordinasi Tim Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1 hari Draft Undangan

9 Menandatangani undangan rapat koordinasi Tim Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Draft Undangan 10 menit

Undangan Rapat 

Koordinasi

10 Berkoordinasi dengan Tim Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral untuk melakukan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan diiseminasi data statistik sektoral 

1 hari
Laporan Rapat 

Koordinasi

11 Mengumpulkan dan memverifikasi data untuk lebih menajamkan hasil 

Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik 

Sektoral

Data Statistik Sektoral 

hasil pengumpulan data
60 hari Hasil verifikasi data

12 Menyusun draft dokumen hasil Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Data statistik hasil 

verifikasi 
14 hari

Draft dokumen hasil 

pengumpulan, 

pengolahan, analisis 

dan diiseminasi data 

Statistik Sektoral

NO KEGIATAN

PELAKSANA Mutu Baku

Keterangan

T
Y

T

Y



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Membuat dokumen hasil Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral

Draft dokumen hasil 

pengumpulan, 

pengolahan, analisis 

dan diiseminasi data 

Statistik Sektoral

14 hari

Dokumen hasil 

pengumpulan, 

pengolahan, analisis 

dan diiseminasi data 

Statistik Sektoral

14 Menyampaikan dokumen hasil Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data Statistik Sektoral kepada Kepala Bidang untuk 

dikoreksi

1 hari

Dokumen hasil 

pengumpulan, 

pengolahan, analisis 

dan diiseminasi data 

Statistik Sektoral

15 Mengkoreksi dokumen hasil Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral
1 hari

Dokumen hasil 

pengumpulan, 

pengolahan, analisis 

dan diiseminasi data 

Statistik Sektoral

16 Menandatangani dokumen hasil Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
10 menit

Dokumen hasil 

pengumpulan, 

pengolahan, analisis 

dan diiseminasi data 

Statistik Sektoral

17 Melaporkan dokumen hasil Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 

Diseminasi Data Statistik Sektoral kepada Gubernur
30 menit

Dokumen hasil 

pengumpulan, 

pengolahan, analisis 

dan diiseminasi data 

Statistik Sektoral

T

Y











 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1164/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengelolaan Surat Kantor Virtual 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
5.  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





















 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1165/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pelayanan Kunjungan Tamu Dari Luar 
Daerah 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1166/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Belanja Gaji Pegawai Non ASN 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

 

NAMA SOP : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 
Penerangan Bangunan Kantor 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1167/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

 

NAMA SOP : Penyediaan Makanan dan Minuman 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1168/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1169/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1170/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1171/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1172/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1173/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan 
Pemeliharaan Taman 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1174/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyediaan Bahan Bakar Minyak 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1175/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1176/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1177/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1178/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pemeliharaan Kendaraan Dinas 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1179/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pemeliharaan Mebel 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1180/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1181/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1182/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1183/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1184/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1185/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1186/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pencatatan dan Pendistribusian Barang 
Milik Daerah 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1187/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengadaan Barang dan Jasa Dengan 
Pengadaan Langsung 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 









 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1188/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengawasan dan Pengendalian Persedian 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1189/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Usul Penghapusan Barang Milik Daerah 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1190/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya 
(untuk nilai paling banyak Rp.10.000.000,-
) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 







 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1191/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya 
(untuk  Harga Pasti dengan nilai 
10.000.000 s/d 50.000.000) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 







 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1192/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya 
(untuk nilai 50.000.000 s/d 200.000.000) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. SOP Penatausahaan Bendahara Pengeluaran  
3. SOP Pencairan SP2D UP, GU dan TU 
4. SOP Verifikasi SPJ 
5. SOP Pengajuan SPM 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 









 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1193/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
5.  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1194/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Keadaan Bencana (gempa dan kebarakan) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
5.  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 







 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1195/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Peminjaman Ruang Rapat 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
5.  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1196/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penerimaan Pegawai Baru 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
5.  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1197/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penerimaan Tamu 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
5.  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1198/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengadaan, pencatatan dan 
pendistribusian BMD 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
5.  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1199/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengawasan CCTV 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
5.  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1200/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pelaporan Realisasi Fisik Dan Keuangan 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

3.  1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 







 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1201/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Pelaporan realisasi fisik dan keuangan bidang 
2. Penyusunan Program Kerja Bidang 
3. Penyusunan Renja 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 







 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1202/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Pelaporan realisasi fisik dan keuangan bidang 
2. Penyusunan Program Kerja Bidang 
3. Penyusunan Renja 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 







 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1203/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Pelaporan realisasi fisik dan keuangan bidang 
2. Penyusunan Program Kerja Bidang 
3. Penyusunan Renja 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 







 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1204/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penyusunan RKA Belanja Gaji Pegawai 
Dan Tunjangan Lainnya 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Pengelola Keuangan 
3. Kanwil DJP Bali 
4. BAPPEDA 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1205/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Laporan Keuangan 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Pengelola Keuangan 
3. Pengelola Barang 
4. Auditor 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1206/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Penatausahaan Bendahara Pengeluaran 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Pengelola Keuangan 
3. Pengelola Barang 
4. Rekanan Pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1207/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Verifikasi SPJ 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Pengelola Keuangan 
3. Pengelola Barang 
4. Rekanan Pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1208/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pengajuan SPM 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Pengelola Keuangan 
3. Pengelola Barang 
4.  

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1209/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pencarian SP2D UP, GU dan TU 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Pengelola Keuangan 
3. BPKAD 
4. BANK 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1210/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pencairan SP2D LS Non Pihak Ketiga 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Pengelola Keuangan 
3. BPKAD 
4. BANK 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 

 





 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

SEKRETARIAT 

NOMOR SOP : B.24.473.1 /1211/SEKRET/D.KOMINFOS 

TGL. PEMBUATAN : 31 Januari 2024 

TGL. REVISI :   

TGL. EFEKTIF : 31 Januari 2024 - 31 Desember 2024 

DISAHKAN OLEH : 

 

NAMA SOP : Pencairan SP2D LS Pihak Ketiga 

 DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Perangkat 

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah dibubah dengan Peraturan Gubernur 
Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

1. Memiliki Kemampuan pengelolaan data sederhana 
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan 
3. Mengetahui mekanisme Administrasi Pemerintahan 

  



KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN : 

1. Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
2. Pengelola Keuangan 
3. BPKAD 
4. BANK 

1. Lembar kerja/Rencana dan Program Kerja. 
2. Komputer/printer/scanner 

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN : 

 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 
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